
 

 

 

 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENUNGGAK 

PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI 

KOTA TANGERANG SELATAN 

 

 
SKRIPSI 

 

 

 
Oleh 

 

 
RADEN AYU KHUSNUL AMALIA 

1942011031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2023 



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENUNGGAK 

PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI 

KOTA TANGERANG SELATAN 

Raden Ayu Khusnul Amalia 

ABSTRAK 

 

Jaminan sosial pada dasarnya dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara 

kesejahteraan (welfare state) yang berkembang luas di negara – negara Eropa Barat, 

Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru yang bertujuan untuk mengatasi 

kemiskinan dan ketimpangan sosial multidimensional yang dihasilkan oleh sistem 

kapitalisme pasar. Meskipun Indonesia tidak secara resmi menjadi negara 

kesejahteraan, hak kesejahteraan masyarakat dijamin secara konstitusional melalui 

Sila keadilan sosial dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28 dan 34, yang 

menegaskan bahwa jaminan sosial adalah hak rakyat yang harus dipenuhi oleh 

negara. Untuk memastikan pemenuhan hak ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur tentang iuran 

ketenagakerjaan bagi pekerja dan kewajiban pembayaran oleh pemberi kerja agar 

terpenuhinya hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja dalam membayarkan iuran 

ketenagakerjaan terkhusus di Kota Tangerang Selatan. Permasalahan pada 

penelitian ini ialah : 1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan 

Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang 

Selatan? 2. Apa Faktor-Faktor Penghambat Perusahaan Menunggak Pembayaran 

Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan?  

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, 

pendekatan tersebut akan mengamati dengan jelas, apakah perusahaan di 

Tangerang Selatan sudah membayarkan iuran pekerjanya pada tepat waktu dan 

berperilaku sesuai dengan aturan.  

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Penegakan Hukum yang dilakukan BPJS 

Ketenagakerjaan  Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan sudah terlaksana dengan baik 

dengan tahapan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan terhadap perusahaan dalam 

mengelola piutang iuran yaitu Pembinaan Piutang Iuran Lancar dan Kurang Lancar 

Bidang Kepesertaan, Penagihan Piutang Iuran Lancar Bidang Keuangan, Penagihan 

Piutang Iuran Kurang Lancar Bidang Keuangan, dan Penanganan Piutang Iuran 

Petugas Pemeriksa. Jika tahap terakhir dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan maka 

besar kemungkinan akan berlaku Sanksi administratif yang diberlakukan atas 

pelanggaran sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011. Meskipun 

demikian, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh beberapa pemberi kerja 

dalam memenuhi kewajiban mereka untuk membayar iuran pekerja mereka. 

Beberapa faktor seperti kerugian keuangan, perusahaan yang bangkrut atau pailit, 

pandemi COVID-19, dan bencana alam dan force majeure dapat mempengaruhi 

kemampuan pemberi kerja untuk membayar iuran ketenagakerjaan 

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Pembayaran Iuran, Pemberi Kerja, BPJS 

Ketenagakerjaan.



LAW ENFORCEMENT AGAINST COMPANIES THAT ARE DELINQUET 

IN PAYING EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS IN 

SOUTH TANGERANG CITY 

Raden Ayu Khusnul Amalia 

ABSTRACT 

Social security is basically implemented in line with the principle of the welfare 

state that is widely developed in Western European countries, the United States, 

Australia and New Zealand, which aims to overcome poverty and multidimensional 

social inequality produced by the market capitalism system. Although Indonesia is 

not officially a welfare state, the right to public welfare is constitutionally 

guaranteed through the Precept of social justice in the 1945 Constitution 

Amendment Articles 28 and 34, which affirm that social security is a right of the 

people that must be fulfilled by the state. To ensure the fulfillment of this right, Law 

No. 40/2004 on the National Social Security System regulates employment 

contributions for workers and payment obligations by employers in order to fulfill 

workers' rights and employers' obligations in paying employment contributions, 

especially in South Tangerang City. The problems in this research are: 1. How is 

Law Enforcement Against Companies that are Delinquent in Paying Employment 

Social Security Contributions in South Tangerang City? 2. What are the Factors 

Hindering Companies from Delinquent Payment of Employment Social Security 

Contributions in South Tangerang City? 

The approach to the problem used is the normative-empirical approach, which will 

clearly observe whether companies in South Tangerang have paid their workers' 

contributions on time and behaved In accordance with the rules.  

The results of the study show that the Law Enforcement carried out by BPJS 

Ketenagakerjaan against companies that are delinquent in paying Employment 

Social Security Contributions in South Tangerang City has been carried out well 

with the stages carried out by BPJS Ketenagakerjaan against companies in 

managing dues receivables, namely Guidance on Current and Non-Current Dues 

Receivables in the Participation Sector, Collection of Current Dues Receivables in 

the Finance Sector, Collection of Non-Current Dues Receivables in the Finance 

Sector, and Handling of Checking Officer Dues Receivables. If the last stage is 

carried out by BPJS Ketenagakerjaan, it is likely that administrative sanctions will 

apply for violations as stated in Article 17 paragraph (1) of Law Number 24 Year 

2011. Nevertheless, there are some obstacles experienced by some employers in 

fulfilling their obligations to pay their workers' contributions. Several factors such 

as financial losses, company bankruptcy or insolvency, the COVID-19 pandemic, 

and natural disasters and force majeure can affect an employer's ability to pay 

employment contributions 

Keywords : Social Security, DuesPayment, Employer, BPJS Ketenagakerjaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga 

Merauke. Dalam Mengatur Urusan jaminan Sosial, dibentuklah Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dikatakan bahwa 

sistem jaminan sosial nasional adalah salah satu bentuk perlindungan social untuk 

menjamin agar setiap peserta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal 

layak menuju terwujudnya kesejahteraan social yang berkeadilan bagi seluruh 

rakyat. Dengan demikian, sistem jaminan sosial nasional merupakan program 

pemerintah dan masyarakat. Sistem jaminal social nasional merupakan program 

negara (pemerintah dan masyarakat) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat 

dengan pendekatan sistem. 1 

Secara lgaris lbesar, lUndang-Undang lNomor l40 lTahun l2004 ldirancang luntuk 

memenuhi lamanat lUUD l1945, lkhususnya lPasal l34 layat l2 l“Negara 

mengembangkan lsistem ljaminan lsosial lbagi lseluruh lrakyat ldan 

memberdayakan lmasyarakat lyang llemah ldan ltidak lmampu lsesuai ldengan 

martabat lkemanusiaan”, lmeningkatkan ljumlah lpeserta lprogram ljaminan lsosial 

di lIndonesia lyang ldisebabkan lkarena lsejauh lini lpeserta lprogram ljaminan 

sosial ldi lIndonesia lmasih lsangat lrendah, lmeningkatkan lcakupan 

manfaat/benefit lyang ldapat ldinikmati loleh lpeserta lprogram ljaminan lsosial. 

Hal lini ldisebabkan lkarena lmanfaat lprogram ljaminan lsosial lbelum ldapat 

sepenuhnya ldinikmati loleh lsebagian lbesar lrakyat lIndonesia.  

 
1 Sulastomo, 2008, Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi, Jakarta, Rajagrafindo 

Persada, hlm. 18. 
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Kepesertaan peserta dalam sistem jaminan sosial adalah bersifat wajib. Pasal 13 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menentukan bahwa pemberi kerja 

secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang 

diikuti. Adapun yang dimaksud dengan pekerja sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.2 

Mengacu lpada lbunyi lredaksi lPasal l13 layat l(1) lUndang-Undang lNomor l40 

Tahun l2004, lbeban lkewajiban luntuk lmendaftarkan lpemberi lkerja ldan lpekerja 

sebagai lpeserta lkepada lBPJS lada lditangan lpemberi lkerja. lDengan ldemikian, 

seorang lpengusaha lyang lmempekerjakan lpekerja, lmemiliki lkewajiban lyang 

tidak lhanya lkewajiban luntuk lmendaftarkan ldirinya lsendiri lkepada lBPJS, 

melainkan lpula lkewajiban luntuk lmendaftarkan lpekerjanya lkepada lBPJS. lKata 

wajib ldalam lredaksi lPasal l13 layat l(1) lUndang-Undang lNomor l40 lTahun 

2004 lmemperlihatkan ladanya lunsur lyang lbersifat limperative, lyang ltidak dapat 

disimpangi loleh lpemberi lkerja.3 

Selain lmengandung lkata l‘wajib’, lketentuan lPasal l13 layat l(1) lUndang-

Undang lNomor l40 lTahun l2004 ljuga lmengandung lkata l‘bertahap’. lHal lini 

kemudian ldijelaskan llebih llanjut lmelalui lketentuan lPasal l13 layat l(1)  

Undang-Undang lNomor l40 lTahun l2004 lyang lberbunyi l“pentahapan 

sebagaimana ldimaksud layat l(1) ldiatur llebih llanjut ldengan lPeraturan 

Presiden”. lPeraturan lPresiden lyang ldimaksud ladalah lPeraturan lPresiden 

Republik lIndonesia lNomor l109 lTahun l2013 ltentang lPenahapan lKepesertaan 

Program lJaminan lSosial l(Disingkat lPerpres lNo.109 lTahun l2013).4 

Pada lpraktiknya, lketentuan lPasal l13 layat l(1) lUndang-Undang lNomor l40 

Tahun l2004 ltersebut ltelah ldipandang loleh lsejumlah lkalangan ltidak 

memberikan ljaminan lperlindungan latas lhak lpekerja luntuk ldiikutsertakan 

 
2 Andika Wijaya, 2018, Hukum Jaminan Sosial Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10. 
3 lPasal l1 langka l12 lUndang-Undang lNomor l40 lTahun l2004 ltentang lSistem lJaminan 

lSosial lNasional. 
4 lAndika lWijaya, lOp.Cit, lhlm. l25. 
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dalam lpendaftaran lPeserta lBPJS. lOleh lkarena litulah, lsejumlah lPekerja lyang 

tergabung ldalam lFederasi lIkatan lSerikat lBuruh lIndonesia ltelah lmengajukan 

uji lmateri lterhadap lPasal l13 layat l(1) lUndang-Undang lNomor l40 lTahun  

2004 lmelalui lperkara lyang lteregister ldi lKepanoteraan lMahkamah lKonstitusi 

dengan lNomor l70/PUU-IX/2011.5 

Istilah ljaminan lsosial lmuncul lpertama lkali ldi lAmerika lSerikat ldalam lThe 

Social lSecurity lAct ltahun l1935 luntuk lmengatasi lmasalah l- lmasalah 

pengangguran, lmanula, lorang l– lorang lsakit ldan lanak l– lanak lakibat ldepresi 

ekonomi. lMeskipun lpenyelenggaraan ljaminan lsosial ldi lnegara l– lnegara lmaju 

belakangan lini lmengalami lperubahan, lpada ldasamya lpenyelenggaraan   

jaminan lsosial ldi lsana lpada lhakekatnya ldifahami lsebagai lbentuk lnyata 

perlindungan lnegara lterhadap lrakyatnya.6 

Secara lyuridis lformal, lkeharusan luntuk lmemberikan ljaminan lsosial ladalah  

hal lyang lbersifat luniversal. lDeclaration lof lHuman lRights lpasal l25 lsecara 

eksplisit lmenetapkan lbahwa lsetiap lwarga lnegara lberhak lmendapat 

perlindungan ljika lmencapai lhari ltua, lsakit, lcacat, lplenganggur ldan lmeninggal 

dunia. lNorma lini ltelah llama ldijalankan loleh lnegara-negara lindustri lrnaju,  

dan lsernakin lhari lsernakin lbanyak lnegara lberkembang lyang lmengembangkan 

sistem lpada llevel lnasional luntuk lmemastikan ltegaknya ljaminan lsosial lbagi 

mereka lyang lsemestinya lberhak luntuk lmendapatkannya. lNegara l– lnegara 

tetangga lseperti lPhilipina, lThailand, lMalaysia, lSingapura, lJepang, lKorea 

Selatan ldan lTaiwan ltelah lcukup ljauh lmengembangkan lsistem lyang lmenjamin 

rakyat lmasing-rnasing lnegara lmendapatkan ljaminan lkesehatan.7 

Jaminan lsosial lpada ldasarnya ldilaksanakan lsejalan ldengan lprinsip lnegara 

kesejahteraan l(welfare lstate) lyang lberkembang lluas ldi lnegara l– lnegara   

Eropa lBarat, lAmerika lSerikat, lAustralia ldan lSelandia lBaru. lSistem lini 

diterapkan lsebagai lsebuah lalternatif lmengatasi lkemiskinan ldan lketimpangan 

 
5 lIbid, lhlm. l26 
6 lMudiyono, lJurnal lIlmu lSosial lIlmu lPolitik lVolume l6, lJaminan lSosial ldi lIndonesia l: 

lRelevansi lPendekatan lInformal, lYogyakarta, l2002, lhlm. l68 
7 lIbid, lhlm.69 
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sosial lmultidimensional lakibat lkrisis lekonomi lyang lditimbulkan loleh lsistem 

kapitalisme lpasar. lMeskipun lsecara lformal lIndonesia lbukan lnegara 

kesejahteraan, lsecara lkonstitusional lmasyarakat ldijamin lkesejahteraannya. lSila 

keadilan lsosial lyang ldijabarkan ldalam lAmandemen lUUD l1945 lPasal l28 ldan 

34 lmengamanatkan ljaminan lsosial ldari lnegara. lJaminan lsosial lpada ldasarnya 

merupakan lhak lrakyat lyang lharus ldipenuhi loleh lnegara.8 

Secara lumum, lpenyelenggaraan ljaminan lsosial ldi lIndonesia ldapat ldikatakan 

telah lcukup lmaju ldalam lmenyediakan lpijakan lyuridis lterhadap 

penyelenggaraan ljaminan lsosial. lPemerintah lpun ltelah lmenderivasikan 

berbagai lproduk lhukum lterkait ljaminan lsosial lini. lDalam lUndang-Undang 

Nomor l40 lTahun l2004 lTentang lSistem lJaminan lSosial lNasional lyang 

dijelaskan lbahwa ljaminan lsosial ladalah lsalah lsatu lbentuk lperlindungan lsosial 

untuk lmenjamin lseluruh lrakyat lagar ldapat lmemenuhi lkebutuhan ldasar 

hidupnya lyang llayak. lSebagaimana lyang ldimaksudkan ldalam lPasal l1 layat  

(1) lUndang-Undang lNomor l40 lTahun l2004 ltersebut lsebenarnya lsudah 

menjadi linstrument lpelaksanaan lpenting ldari lamanat lUUD l1945 lyang 

dijelaskan lbahwa lsetiap lorang lberhak latas ljaminan lsosial lyang 

memungkinkan lpengembangan ldirinya lsecara lutuh lsebagai lmanusia lyang 

bermartabat l(amandemen lterhadap lPasal l28) ldan lPemerintah ljuga lpemerintah 

daerah lmemberikan lrehabilitasi lsosial ljaminan lsosial, lpemberdayaan lsosial, 

dan lperlindungan lsosial lsebagai lperwujudan lpelaksanaan lkewajiban lnegara 

dalam lmenjamin lterpenuhinya lhak latas lkebutuhan ldasar lwarga lnegara 

terkhusus lwarga lnegara lkurang lmampu ldan lanak lterlantar l(Pasal l34 layat l1). 

 

Hubungan lantara lperusahaan ljuga ltidak lterlepas ldari lketenagakerjaan. 

Ketenagakerjaan lmemiliki lperanan lyang lpenting ldalam lkontribusi 

perekonomian lnegara lini. lKetenagakerjaan lsangatlah lbesar lperanannya ldalam 

suatu lnegara, lselain lsebagai lpenggerak lekonomi, lketenagakerjaan ljuga 

berperan lutama lsebagai lpembangun lperadaban. lKetenagakerjaan lyang 

menggerakan lsektor lekonomi ldari lbawah lhingga latas lyang lmemiliki 

 
8 lIbid, lhlm.70 
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kontribusi lyang lluar lbiasa lsebagai lpenyeimbang lperekonomian lbahkan 

penyelamat lpertumbuhan lekonomi lnegara lsehingga lmemperlihatkan lhasil  

yang lmembanggakan. lDengan l lkontribusi lyang lbesar lseperti lini lmaka ldari 

itu lperekonomian lharuslah lmembaik. 

 

Jaminan lsosial ldisuatu lperusahaan lbisa lberjalan ldengan lbaik lapabila 

pelayanan lberjalan ldengan lbaik ldengan lmenerapkan lsistem lhemat, lcepat, ldan 

efisien. lYang lakan lmemberikan lkemajuan lbaik lbagi lbidang lekonomi ldan 

hukum lsehingga lakan lmewujudkan lkesejahteraan lperekonomian lIndonesia. 

Dengan lpemberdayaan lsegala lkomponen lyang lada ldi lperusahaan. 

 

Kenyataannya lsemua lberbanding lterbalik ldengan lkontribusi lyang ltelah 

diberikan loleh lpemerintah ldan lpengusaha. lTatanan lsistem ljaminan lsosial  

pada lperusahaan lbaik lsecara lperseorangan lmaupun lpersekutuan lmasih ljauh 

dari lapa lyang ldinamakan llayak. lUntuk lmelakukan lpengawasan lyang lbaikpun 

masih lsulit, lkarena lefek lpelaksanaan loperasional lsuatu lperusahaan loleh 

pemerintah lmasih lkurangnya lkordinasi lpenuh. lPadahal, lkesejahteraan lpekerja 

pada lsuatu lperusahaan lharus lselalu ldiperhatikan loleh lperusahaan ltersebut. 

Seperti lamanat l ldalam lUndang-Undang lNomor l40 lTahun l2004 ltentang 

Sistem lJaminan lSosial lNasional lbertujuan luntuk lmemberikan ljaminan 

terpenuhinya lkebutuhan ldasar lhidup lyang llayak lbagi lsetiap lpeserta ldan/atau 

anggota lkeluarganya. l lPosisi lpemerintah lsebagai lpengawas lyang lserba lsulit 

dengan lgerak lperusahaan lpenunggak lsebagai ldasar lmelakukan lpembayaran 

iuran.9 l lPosisi lpemerintah lsebagai lpengawas lyang lserba lsulit ldengan lgerak 

perusahaan lpenunggak lsebagai ldasar lmelakukan lpembayaran liuran. 

Pembayaran liuran lyang ldiharapkan litu ltidak lhanya lsekedar lmemenuhi 

regulasi ltetapi luntuk lmemulihkan lperekonomian lkeesokan lharinya, lnamun 

juga lmensejahterakan lkebutuhan lnegara ldan lmasyarakat lsecara llayak lsesuai 

 
9 lPasal l3 lUndang l– lUndang lNomor l40 lTahun l2004 lTentang lSistem lJaminan lSosial 

lNasional 
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dengan lstandar lmanusiawi. lSehingga ldapat lmemajukan lkesejahteraan lumum, 

mencerdaskan lkehidupan lbangsa, ldan likut lmelaksanakan lketertiban ldunia.10 

Pelaksanaan lpengawasan lyang lkurang lmaksimal ldapat lterjadi lbukan lkarena 

tidak ladanya laturan ltetapi ldisebabkan lpelaksanaan lyang lkurang lbaik 

dikarenakan lsuatu lperusahaan lmemiliki lbanyak lpermasalahan lketenagakerjaan 

yang ltidak ldikoordinasikan. lDalam lhal lini, lkoordinasi lyang ltidak  

disampaikan lperusahaan ltersebut ldapat ldimanfaaatkan lbagi lindividu lmaupun 

korporasi lyang lmau lmengambil lkeuntungan ldari lregulasi l(pengawasan) lyang 

tidak lterbuka ldalam lpelaksanaan lpembayaran liuran ljaminan lsosial. 

 

Secara lsosiologis lkedudukan lbadan lhukum ldalam lpenyelenggaraan ljaminan 

sosial lyang ldinaungi lnegara lpun ltidak lbebas ldalam lhal lini lBadan 

Penyelenggara lJaminan lSosial l(BPJS). lSebagai lbadan lpenyelenggara lyang 

berkaitan ldengan lpihak l– lpihak l llain. lDan lpihak llain linilah lyang lpada 

dasarnya lmenentukan lcepat latau llambatnya lkegiatan lpembayaran liuran. 

Mengingat lkedudukan lBPJS lyang lharus lsesuai ldengan lstandard lgood 

corporate lmaka lperlu ladanya lcampur ltangan lpemerintah luntuk lmemberikan 

perlindungan lhukumnya. 

 

Tanggung ljawab lsosial lsuatu lperseroan lsalah lsatunya lmerupakan ljaminan 

sosial. lJaminan lSosial lmerupakan lhak ldari lburuh/pekerja luntuk lmendapatkan 

perlindungan ldan lmerupakan lkewajiban ldari lpengusaha luntuk lmemberikan 

perlindungan lkepada lburuh/pekerja. lBahkan lhak latas ljaminan lsosial ldi ldunia 

internasional lmerupakan lhak lasasi lmanusia lyang ltercantum ldalam lDeklarasi 

Hak-Hak lAsasi lManusia lPerserikatan lBangsa lBangsa l(PBB), ldimana 

disebutkan lbahwa lsetiap lorang lberhak latas lperlindungan ldan ljaminan lpada 

waktu lmengalami lsakit, lcacat, lhari ltua, lmeninggal ldunia, ldan lmenganggur. l 

l 

Di ldalam lundang-undang lsistem ljaminan lsosial lnasional lyaitu lUndang-

Undang lNomor l40 lTahun l2004 lpenyelenggaraan lkegiatan lsistem ljaminan 

sosial lyang lberdasarkan lprinsip ldiatur ldi ldalam lpasal l4 ladalah lmeliputi: 

 
10 lAlinea l4 lUndang lUndang lDasar lNegara lRepublik lIndonesia lTahun l1945 
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kegotong lroyongan, lnirlaba lketerbukaan, lkehati-hatian, lakuntabilitas 

portabilitas, lkepesertaan lbersifat lwajib, ldana lamanat ldan lhasil lpengelolaan 

dana ljaminan lsosial ldipergunakan lseluruhnya luntuk lpengembangan lprogram 

dan luntuk lsebesar lbesar lkepentingan lpeserta.. lMaka ldari lUndang lUndang-

Undang lNomor l40 lTahun l2004 lbelum lmengakomodir lpenerapan lkepesertaan 

bersifat lwajib ldalam lkegiatan ljaminan lsosial lseperti lapa lyang ldiamanahkan 

ILO l(International lLabour lOrganization) ldalam lKonvensi lNomor l102 lTahun 

1952. l 

 

Penerapan lkepersertaan lbersifat lwajib ldi lNegara lterdapat ldi ldalam lUndang-

Undang lNomor l24 lTahun l2011 ltentang lBadan lPenyelenggara lJaminan lSosial 

yang ltertuang ldi ldalam lPasal l19 layat l(2) l lyang lbahwasanya lisinya lpemberi 

kerja lwajib lmembayar ldan lmenyetor liuran lyang lmenjadi ltanggung ljawabnya 

kepada lBPJS, lUndang l– lundang lini lpun ljuga lbelum lmengatur lsecara ljelas 

mengenai lpenerapan lpenegakan lhukum lterhadap lperusahaan lpenunggak 

pembayaran liuran ljaminan lsosial. l 

Dengan lbeberapa lcontoh lkasus lyang lterjadi ldi lnegara lini lseperti lpemeriksaan 

yang lsudah ldilakukan lpada l63.257 lperusahaan lyang lada ldi lIndonesia lyang 

mematuhi lUU lSJSN lbaru lhanya l40.144 lperusahaan lsaja. lItu lbaru ljumlah 

kecil ldari lperusahaan lmenengah ldan lbesar lyang lada ldi lIndonesia. lArtinya 

masih lada l23.113 lperusahaan lyang lbelum lpatuh luntuk lmendaftarkan ldan 

membayarkan liuran lBP lJamsostek lmilik lpekerjanya.11 lDi lKota lTangerang 

Selatan lpun ldari ltotal l4.196 lperusahaan lyang ldiklaim loleh lDisnaker lterdaftar 

di lBPJS lKetenagakerjaan, lyang ltelah lterdaftar ldi lcabang lTangsel lhanya lada 

sekira l500 llebih lsaja, ltidak lsampai l1.000.12 lDalam lhal lini lsalah lsatu 

perusahaan ltidak lmebayarkan liuran lketenaga lkerjaan lyang lmenyebabkan 

pekerja lmengalami lkendala lyakni lkesulitan lmencairkan ldana lBPJS 

 
11 lhttps://finance.detik.com/moneter/d-6142153/23-ribu-perusahaan-bandel-tak-patuh-bayar-

iuran-jamsostek-ini-3-faktanya ldiakses lpada ltanggal l8-4 l2022 
12 lhttps://ekbis.sindonews.com/berita/1475209/34/ribuan-perusahaan-di-kota-tangsel-belum-

terdaftar-bpjs-ketenagakerjaan 

https://finance.detik.com/moneter/d-6142153/23-ribu-perusahaan-bandel-tak-patuh-bayar-iuran-jamsostek-ini-3-faktanya%20diakses%20pada%20tanggal%208-4
https://finance.detik.com/moneter/d-6142153/23-ribu-perusahaan-bandel-tak-patuh-bayar-iuran-jamsostek-ini-3-faktanya%20diakses%20pada%20tanggal%208-4
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Ketenagakerjaan ldengan lalasan ldana liuran lBPJS lKetenagakerjaannya ltidak 

dibayarkan loleh lpihak lRS lIMC lBintaro.13 

Sehingga lbeberapa lfaktor lketidakpatuhan lyang lterjadi. lMulai ldari lperusahaan 

belum lmendaftarkan ldiri ldan lpekerjanya lpadahal lmasuk lke ldalam lkategori 

wajib lBP lJamsostek. lKemudian lada ljuga lmodus lketidakpatuhan lberupa 

perusahaan lmenunggak liuran lBP lJamsostek lmilik lpekerjanya. lAda ljuga 

perusahaan lyang lhanya lmendaftarkan lsebagian lpekerjanya lsaja lpada lBP 

Jamsostek, lpadahal lsemua lpekerja lwajib ldidaftarkan. lAda ljuga lperusahaan 

yang lmelaporkan lupah lpekerjanya ltidak lsesuai ldengan lyang lsebenarnya. 

 

Berdasarkan dari sampel contoh kasus diatas terlihat jelas bawasanya pekerja masih 

jauh dari sejahtera untuk itu maka diperlukanya keterlibatan semua pihak dari 

pemerintah, pengusaha dan buruh untuk duduk sama rata dan benegosiasi satu sama 

lain dalam menentukan nasib kesejahteraan buruh. 

 

Dalam lkonsep lnegara lhukum, lberlakunya lasas lkepastian lhukum ldimana lasas 

ini lmenjamin lkepastian lhukum lyang lmengikat lyaitu lmelalui lsuatu laturan 

yaitu lseperti lundang-undang. lAmanat ldari lILO l(International lLabour 

Organization) ldalam lKonvensi lNomor l102 lTahun l1952 lini lyang lmasih 

minim ldan lbelum ladanya lpayung lhukum lyang lkuat ldalam lmengatur lsecara 

jelas. lDi ldalam lUndang-Undang lNomor l24 lTahun l2011 lyang lmengatur 

tentang lbadan lpenyelenggara ljaminan lsosial lbelum lmengakomodir lmengenai 

penegakan lhukum lterhadap lperusahaan lpenunggak lpembayaran liuran ljaminan 

sosial lyang ldi lperuntukan luntuk lmensejahterakan lburuh/pekerja, lpadahal 

diharapkan ldengan ldana ldari lpembayaran liuran ljaminan lsosial lini 

buruh/pekerja lini lmendapatkan lkesejahteraan lnya lsehingga lnantinya lakan 

timbul lefek ldomino lyang lpositif lapabila lsebagian ldana lpembayaran liuran 

jaminan lsosial lini ldi lperuntukan lbagi lkesejahteraan lburuh/pekerja lnantinya 

 
13 lhttps://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/20/20592981/akui-potong-gaji-karyawan-rs-

imc-bintaro-untuk-bertahan-hadapi-pandemi?page=all 
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sehingga lakan ltimbul likatan lemosional lyang lkuat lantara lBuruh/ lPekerja 

dengan lperusahaan. 

 

Berdasarkan luraian lsingkat ldiatas, lpenulis ltertarik luntuk lmelakukan   

penelitian ltentang lmekanisme lpembayaran liuran ljaminan lsosial lyang 

mensejahterakan lnegara ldan lmasyarakat ldengan lmelalui ljaminan lsosial lyang 

berjudul l“Penegakan lHukum lTerhadap lPerusahaan lPenunggak lPembayaran 

Iuran lJaminan lSosial lKetenagakerjaan ldi lKota lTangerang lSelatan”. 

1.2. Permasalahan 

Berdasarkan luraian ltersebut ldiatas, lmaka lyang lmenjadi lpermasalahan ldalam 

penelitian lini ladalah: 

1) Bagaimanakah lPenegakan lHukum lTerhadap lPerusahaan lPenunggak 

Pembayaran lIuran lJaminan lSosial lKetenagakerjaan ldi lKota lTangerang 

Selatan? 

2) Apa lFaktor-Faktor lPenghambat lPerusahaan lMenunggak lPembayaran lIuran 

Jaminan lSosial lKetenagakerjaan ldi lKota lTangerang lSelatan? 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lLingkup ldari lpenelitian lini ladalah lkajian lbidang lhukum ladministrasi 

negara lyang ldibatasi l lpada lkajian lmengenai lhukum ltenaga lkerja ldan lhukum 

jaminan lsosial. lSelain litu, lruang llingkup llokasi lpada lpenelitian lini ladalah 

Badan lPenyelenggara lJaminan lSosial lKota lTangerang lSelatan ldengan lruang 

lingkup ltahun lpenelitian lini lyakni ltahun l2022. 

 

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini, 

adalah: 

1) Memberikan pengetahuan dan  informasi kepada masyarakat mengenai 

Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan. 
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2) Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai mekanisme Penegakan 

Hukum Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan. 

 

1.4.2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas, kegunaan penelitian ini terdiri dari 

kegunaan teoritis dan kegunaan paraktis, yaitu sebagai berikut : 

1) Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan landasan teori, asas, 

konsep dan landasan hukum yang konstruktif ilmiah sebagai upaya pengembangan 

wawasan di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Tenaga 

Kerja dan Hukum Jaminan Sosial yang berkaitan dengan pembayaran iuran jaminan 

sosial ketenagakerjaan sebagai sarana yang dilakukan perusahaan dalam 

mensejahterakan Buruh/Pekerjanya. 

2) Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis merupakan kegunaan yang berhubungan dengan nilai guna untuk 

memecahkan suatu masalah dilingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam hal ini memberikan solusi apabila timbul permasalahan yang berkaitan 

dengan penegakan hukum terkait perusahaan yang menunggak pembayaran iuran 

jaminan sosial ketenagakerjaan pekerjanya yang diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi para oknum yang melakukan penunggakan untuk 

lebih berhati-hati dalam membayarkan iuran jaminan social ketenagakerjaan para 

pekerjanya. 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penegakan Hukum 

Hukum lmerupakan lsarana lyang lterkandung lnilai latau lkonsep ltentang 

keadilan, lkebenaran, lkepastian ldan lketertiban lserta lkebermanfaatan lsosial. 

Pada ldasarnya lkandungan lhukum lbersifat labstrak. lMenurut lSatjipto lRahardjo, 

penegakan lhukum lpada lhakikatnya lmerupakan lpenegakan lide-ide latau 

konsep-konsep lyang labstrak litu. l lPenegakan lhukum ladalah lusaha luntuk 

mewujudkan lide-ide ltersebut lmenjadi lkenyataan.14 lSedangkan lmenurut 

Soerjono, lSoekanto l lmengatakan lbahwa lpenegakan lhukum ladalah lkegiatan 

menyerasikan lhubungan lbahwa lpenegakan lhukum ladalah lkegiatan 

menyerasikan lhubungan lnilai-nilai lyang lterjabarkan ldidalam lkaidah-

kaidah/pandangan-pandangan lnilai lyang lmantap ldan lmengejawantah ldan   

sikap ltindak lsebagai lrangkaian lpenjabaran lnilai ltahap lakhir luntuk 

menciptakan l(sebagai l“social lengineering”), lmemelihara ldan lmempertahankan 

(sebagai l“social lcontrol”) lkedamaian lpergaulan lhidup.15 lPenegakan lhukum 

secara lkonkret ladalah lberlakunya lhukum lpositif ldalam lpraktik lsebagaimana 

seharusnya lpatut lditaati. lOleh lkarena litu, lmemberikan lkeadilan ldalam lsuatu 

perkara lberarti lmemutuskan lperkara ldengan lmenerapkan lhukum ldan 

menemukan lhukum lin lconcreto ldalam lmempertahankan ldan lmenjamin 

ditaatinya lhukum lmateriil ldengan lmenggunakan lcara lprosedural lyang 

ditetapkan loleh lhukum lformal. l 

 

Pada hakikatnya penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah 

yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum tidak hanya menjadi 

 
14 lSatjipto lRahardjo, lMasalah lPenegakan lHukum lsuatu lTinjauan lSosiologis. lSinar lBaru, 

lBandung, lhlm. l15. 
15 lSoerjono lSoekanto,Penegakan lHukum. lBina lCipta, lJakarta, lhlm. l13. 
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tugas para penegak hukum yang dikenal secara konvensional tetapi menjadi tugas 

setiap orang atau masyarakat. Namun, dalam kaitannya dengan hukum publik pihak 

pemerintahlah yang paling bertanggungjawab melakukan penegakan hukum 

(J.B.J.M ten Berge). Maka dari itu, proses dalam keberhasilan penegakan hukum 

sangat melibatkan banyak hal. Secara umum, Soerjono Soekanto, ada lima faktor 

yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu: 

1. Faktor lhukumnya lsendiri 

2. Faktor lpenegak lhukum, lyaitu lpihak-pihak lyang lmembantu ldan 

lmenerapkan lhukum 

3. Faktor lsarana latau lfasilitas lyang lmendukung lpenegakan lhukum 

4. Faktor lmasyarakat, lyakni llingkungan ldimana lhukum ltersebut lberlaku latau 

diterapkan 

5. Faktor lkebudayaan, lyakni lsebagai lhasil lkarya, lcipta ldan lrasa lyang 

didasarkan lpada lkarsa lmanusia ldi ldalam lpergaulan lhidup. 

 

Dari lfaktor lyang ldisebutkan ldiatas lsaling lberkaitan lterkait ldengan lesensi ldari 

penegakan lhukum ldan ltolak lukur lefektivitas lpenegakan lhukum. lSoerjono 

Soekanto lmengatakan lbahwa lagar lhukum ldapat lberfungsi ldengan lbaik 

diperlukan lkeserasian ldalam lhubungan lantara lempat lfaktor lberikut lyaitu: 

1. Hukum latau lperaturan litu lsendiri. 

2. Mentalitas lpetugas lyang lmenegakkan lhukum lpenegak lhukum. 

3. Fasilitas lyang ldiharapkan luntuk lmendukung lpelaksanaan lhukum. 

4. Kesadaran lhukum, lkepatuhan lhukum ldan lperilaku lwarga lmasyarakat. 

 

Dari lfaktor-faktor lyang ltelah ldisebutkan lmerupakan lhal lyang lsaling lberkaitan 

dan linti ldari lpenegakan lsistem lhukum lserta ljika lditelaah ldengan lteliti lakan 

menjadi lhal lyang lberpengaruh ldalam lsistem lpenegakan lhukum. 

 

Menurut lpendapat llainnya lyaitu lSatjipto lRahardjo lmengemukakan lbahwa   

agar lhukum ldapat lberjalan ldengan lbaik ldalam lkehidupan lmasyarakat lmaka 

harus lmemerhatikan lhal lberikut lini: 

1. Mengenal lproblem lyang ldihadapi lsebaik-baiknya. 
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2. Memahami lnilai-nilai lyang lada ldalam lmasyarakat. 

3. Membuat lhipotesa-hipotesa ldan lmemilih lmana lyang lpaling llayak luntuk 

bisa ldilaksanakan 

4. Mengikuti ljalannya lpenerapan lhukum ldan lmengukur lefek-efeknya.16 

 

J.B.J.M. lten lBerge lmenyebutkan lbeberapa laspek lyang lharus ldiperhatikan  

atau ldipertimbangkan ldalam lrangka lpenegakan lhukum, lyaitu: 

1. Peraturan ltidak lmembiarkan lruang lbagi lperbedaan linterpretasi l 

2. Ketentuan lperkecualian lharus ldibatasi lsecara lminimal; l 

3. Peraturan ldiarahkan lpada lkenyataan lyang lsecara lobjektif ldapat lditentukan; 

4. Peraturan lharus ldapat ldilaksanakan loleh lmereka lyang lterkena lperaturan  

itu ldan lmereka lyang ldibebani ldengan l(tugas) lpenegakan l(hukum). 

 

Dengan ldemikian, lpenegakan lhukum lditujukan lguna lmeningkatkan lketertiban 

dan lkepastian lhukum ldalam lmasyarakat. lHal lini ldilakukan lantara llain  

dengan lmenertibkan lfungsi, ltugas ldan lwewenang llembaga-lembaga lyang 

bertugas lmenegakkan lhukum lmenurut lproporsi lruang llingkup lmasing-masing, 

serta ldidasarkan latas lsistem lkerjasama lyang lbaik ldan lmendukung ltujuan   

yang lhendak ldicapai. lPengawasan ldari lsegi lhukum ldan lsegi lkebijakan 

terhadap ltindakan lpemerintah ldalam lHukum lAdministrasi lNegara ladalah 

dalam lrangka lmemberikan lperlindungan lbagi lrakyat lyang lterdiri lupaya 

administratif ldan lperadilan ladministrasi. 

 

2.1.1.  Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara 

Sarana lpenegakan lHukum lAdministrasi lNegara lberisi lpengawasan lbahwa 

organ lpemerintahan ldapat lmelaksanakan lketaatan lpada latau lberdasarkan 

Undang l– lUndang lyang lditetapkan lsecara ltertulis ldan lpengawasan lterhadap 

keputusan lyang lmeletakkan lkewajiban lkepada lindividu ldan lpenerapan 

kewenangan lsanksi lpemerintahan. lInstrumen lpenegakan lHukum lAdministrasi 

Negara lmeliputi lpengawasan ldan lpenegakan lsanksi. lPengawasan lmerupakan 

 
16 lSatjipto lRahardjo, lIlmu lHukum. lCitra lAditya lBakti. lBandung, lhlm. l208. 



14 
 

langkah lpreventif luntuk lmemaksakan lkepatuhan, lsedangkan lpenerapan lsanksi 

merupakan llangkah lrepresif luntuk lmemaksakan lkepatuhan.17 l 

 

Paulus lE. lLotulung18 lmengemukakan lbeberapa lmacam lpengawasan ldalam 

Hukum lAdministrasi lNegara lyaitu lbahwa lditinjau ldari lsegi lkedudukan ldari 

badan/organ lyang lmelaksanakan lcontrol litu lterhadap lbadan/organ lyang 

dikontrol ldapatlah ldibedakan lantara ljenis lcontrol lintern ldan lcontrol lekstern. 

 l 

Dalam lsuatu lnegara lhukum, lpengawasan lterhadap ltindakan lpemerintah 

dimaksudkan lagar lpemerintah lmenjalankan laktivitasnya lsesuai ldengan lnorma-

norma lhukum, lsebagai lsuatu lupaya lpreventif, ldan ldimaksudkan luntuk 

mengembalikan lpada lsituasi lsebelum lterjadinya lpelanggaran lnorma-norma 

hukum, lsebagai lsuatu lupaya lrepresif. lPengawasan lsegi lhukum ldan lsegi 

kebijaksanaan lterhadap ltindakan lpemerintah ldalam lhukum ladministrasi   

negara ladalah ldalam lrangka lmemberikan lperlindungan lbagi lrakyat. 

 

Sarana lpenegakan lhukum ldisamping lpengawasan lyaitu lada lsanksi. lSanksi 

merupakan linti ldari lpenegakan lhukum ladministrasi lnegara ldan ldiletakkan 

pada lakhir lsebuah lperaturan lserta ldiperlukan luntuk lmenjamin lpenegakan 

Hukum lAdministrasi lNegara. lMenurut lPhillipus lM. lHadjon, lpada lumumnya 

tidak lada lgunanya lmemasukkan lkewajiban-kewajiban ldan llarangan-larangan 

bagi lpara lwarga ldidalam lperaturan lperundang-undangan ltata lusaha lnegara, 

manakala laturan-aturan ltingkah llaku litu ltidak ldapat ldipaksakan loleh ltata 

usaha lnegara.19 lMaka ldari litu, lsanksi lmerupakan lbagian lyang lmelekat lpada 

norma lhukum ltertentu ldan lmenjadi linstrumen luntuk lmemaksakan ltingkah 

laku lpara lwarga. 

 

 
17 l l lPhilipus lM. lHadjon, lPenegakan lHukum lAdministrasi ldalam lPengelolaan 

lLingkungan lHidup, lTulisan ldalam lbuku, lButir-butir lGagasan ltentang lPenyelenggaraan 

lHukum ldan lPemerintahan lyang lLayak, lB. lArief lSidarta, let., lal., lCitra lAditya lBakti, 

lhlm. l337. 
18 lPaulus lEffendi lLotulung. lBeberapa lsistemm ltentang lKontrol lSegi lHukum lterhadap 

lPemerintah. lCitra lAditya lBakti, lBandung, lhlm. lxv-xviii l 
19 lPhillipus lM. lHadjon, lop. lcit, lhlm. l245. l 
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Dalam lhukum ladministrasi lnegara, lpenggunaan lsanksi ladministrasi  

merupakan lpenerapan lkewenangan lpemerintahan ldimana lkewenangan lini 

berasal ldari laturan lhukum ladministrasi lnegara ltertulis ldan ltidak ltertulis. 

Sanksi ladministrasi ladalah lsanksi lyang lmuncul ldari lhubungan lantara 

pemerintah-warga lnegara ldan lyang ldilaksanakan ltanpa lperantara lpihak lketiga, 

yaitu ltanpa lperantara lkekuasaan lperadilan, ltetapi ldapat lsecara llangsung 

dilaksanakan loleh ladministrasi lsendiri. lKetika lwarga lnegara lmelalaikan 

kewajiban lyang ltimbul ldalam lhubungan lhukum ladministrasi, lmaka lpihak 

lawan lyaitu lpemerintah ldapat lmengenakan lsanksi ltanpa lperantara lhakim. 

Sanksi ldalam lhukum ladministrasi lnegara lyaitu lalat lkekuasaan lyang lbersifat 

hukum lpublic lyang ldapat ldigunakan loleh lpemerintah lsebagai lreaksi latas 

ketidakpatuhan lterhadap lkewajiban lyang lterdapat ldalam lnorma lhukum 

administrasi lnegara. 

 

Ditinjau ldari lsegi lsasarannya, ldalam lhukum ladministrasi lnegara ldikenal ldua 

jenis lsanksi lyaitu: 

1. Sanksi lreparatoir ladalah lreaksi latas lpelanggaran lnorma lyang lditujukan 

untuk lmengembalikan lpada lkondisi lsemula latau lmenempatkan lpada lsituasi 

yang lsesuai ldengan lhukum ldengan lkata llain lmengembalikan lpada lkeadaan 

semula. lContoh lsanksi lberupa lpaksaan lpemerintah ldan lpengenaan luang 

paksa. 

2. Sanksi lpunitif ladalah lsanksi lyang lsemata-mata lditujukan luntuk 

memberikan lhukuman lpada lseseorang. lContoh lsanksi lpunitif lberupa 

pengenaana ldenda ladministrasi. 

 

Menurut lPhillipus lM. lHadjon, lpenerapan lsanksi lsecara lbersama-sama lantara 

hukum ladministrasi ldan lhukum llainnya ldapat lterjadi, lyakni lkumulasi linternal 

dan lkumulasi leksternal. lKomulasi leksternal lmerupakan lpenerapan lsanksi 

administrasi lsecara lbersama-sama ldengan lsanksi llain, lseperti lsanksi lpidana 

atau lsanksi lperdata. lKhusus lsanksi lperdata, lpemerintah ldapat 

menggunakannya ldalam lkapasitasnya lsebagai lbadan lhukum luntuk 

mempertahankan lkeperdataannya. 
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Ada ltiga lperbedaan lantara lsanksi ladministratif ldengan lsanksi lpidana. lSanksi 

administrasi, lsasaran lpenerapannya lditujukan lpada lperbuatan, lsedangkan 

dalam lpidana lditujukan lpada lpelaku. lSifat lsanksi ladministrasi ladalah  

repatoir-condemnatoir lyaitu lpemulihan lKembali lpada lkeadaan lsemula ldan 

memberikan lhukuman, lsanksi lpidana lbersifat lcondemnatoir. lProsedur lsanksi 

administrasi ldapat ldilakukan lsecara llangsung loleh lpemerintah, ltanpa lmelalui 

peradilan. lProsedur lpenerapan lsanksi lpidana lharus lmelalui lprosedur   

peradilan. lAdapun lkumulasi linternal lmerupakan lpenerapan ldua latau llebih 

sanksi ladministrasi lsecara lbersama-sama, lmisalnya lpenghentian lpelayanan 

administrasi ldan/atau lpencabutan lizin ldan/atau lpengenaan ldenda. 

 

Menurut lMochtar lKusumaatmadja ldan lArief lSidarta,20 ldidalam lkehidupan 

masyarakat lmasa lkini ldi lmana lsegala lbentuk lusaha lbesar ldan lkecil 

bertambah lmemainkan lperanan lyang lpenting. lSanksi ladministratif lyang ldapat 

berbentuk lpenolakan lpemberian lperizinan lsetelah ldikeluarkan lizin lsementara 

(preventif) latau lmencabut lizin l lyang ltelah ldiberikan l(represif) ljauh llebih 

efektif lmemaksa lorang luntuk lmentaati lketentuan-ketentuan lhukum lyang 

mengatur lusaha ldan lindustry ldan lperlindungan llingkungan ldibandingkan 

dengan lsanksi l– lsanksi lpidana. lItu lsebabnya lmengapa ldibidang lpengaturan 

perusahaan lindustry ldan ldi lbidang lperlindungan ldan lpelestarian llingkungan, 

sanksi-sanksi ladministratif llebih ldiutamakan ldibandingkan ldengan lsanksi 

pidana. 

 

Seiring ldengan lluasnya llingkup ldan lkeragaman lbidang lurusan lpemerintahan 

yang lmasing-masing lbidang litu ldiatur ldengan lperaturan lsendiri, lmacam ldan 

jenis lsanksi ldalam lrangka lpenegakan lperaturan litu lmenjadi lberagam. lPada 

umumnya lmacam-macam ldan ljenis lsanksi litu ldicantumkan ldan lditentukan 

secara ltegas ldalam lperaturan lperundang-undangan lbidang ladministrasi 

 
20 lMochtar lKusumuatmadja ldan lB. lArief lSidarta. lPengantar lIlmu lHukum. 

lBandung:Alumni, lhlm. l47. 
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tertentu. lSecara lumum lyang ldikenal lbeberapa lmacam lsanksi ldalam lhukum 

administrasi lyaitu: 

1. Paksaan lpemerintahan l(bestuursdwang) 

2. Penarikan lKembali lkeputusan lyang lmenguntungkan l(izin, lsubsidi, 

pembayaran, ldan lsebagainya) 

3. Pengenaan luang lpaksa loleh lpemerintah l(dwangsom) 

4. Pengenaan ldenda ladministratif l(adminstratieve lboete). 

 

2.1.2. Macam – Macam Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara 

Secara lumum ldikenal lbeberapa lmacam lsanksi ldalam lhukum ladministrasi, 

berikut lpenjelasan lyang ldiantaranya l: 

1. Paksaan lPemerintahan l(Bestuursdwang) 

Berdasarkan lUU lHukum lAdministrasi lBelanda, lpaksaan lpemerintahan 

merupakan ltindakan lnyata lyang ldilakukan loleh lorgan lpemerintah latau latas 

nama lpemerintah luntuk lmemindahkan, lmengosongkan, lmenghalanghalangi, 

memperbaiki lpada lkeadaan lsemula lyang ltelah ldilakukan latau lsedang 

dilakukan lyang lbertentangan ldengan lkewajiban-kewajiban lyang lditentukan 

dalam lperaturan lperundang-undangan. lBerkenaan ldengan lpaksaan 

pemerintahan lini, lF.A.M. lStroink ldan lJ.G. lSteenbeek lmengatakan lsebagai 

berikut. lKewenangan lpaling lpenting lyang ldapat ldijalankan loleh lpemerintah 

untuk lmenegakkan lhukum ladministrasi lmateriel ladalah lpaksaan lpemerintahan. 

Organ lpemerintahan lmemiliki lwewenang luntuk lmerealisasikan lsecara lnyata 

kepatuhan lwarga, ljika lperlu ldengan lpaksaan, lterhadap lperaturan lperundang-

undangan ltertentu latau lkewajiban ltertentu. 

 

Paksaan lpemerintahan ldilihat lsebagai lsuatu lbentuk leksekusi lnyata, ldalam larti 

langsung ldilaksanakan ltanpa lperantaraan lhakim l(parate lexecutie), ldan lbiaya 

yang lberkenaan ldengan lpelaksanaan lpaksaan lpemerintahan lini lsecara 

langsung ldapat ldibebankan lkepada lpihak lpelanggar. lSalah lsatu lketentuan 

hukum lyang lada ladalah lbahwa lpelaksanaan lbestuursdwang latau lpaksaan 

pemerintahan lwajib ldidahului ldengan lsurat lperingatan ltertulis, lyang 

dituangkan ldalam lbentuk lKTUN. l 
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2. Penarikan lKembali lKeputusan lyang lMenguntungkan. 

Keputusan lyang lmenguntungkan lartinya lkeputusan litu lmemberikan lhak-hak 

atau lmemberikan lkemungkinan luntuk lmemperoleh lsesuatu lmelalui lkeputusan 

atau lbilamana lkeputusan litu lmemberikan lkeringanan lbeban lyang lada latau 

mungkin lada. lLawan ldari lkeputusan lyang lmenguntungkan ladalah lkeputusan 

yang lmemberikan lbeban lyaitu lkeputusan lyang lmeletakkan lkewajiban lyang 

sebelumnya ltidak lada latau lpenolakan lterhadap lpermohonan luntuk 

memperoleh lkeringanan.21 

 

Salah lsatu lsanksi ldalam lHAN ladalah lpencabutan latau lpenarikan lKTUN   

yang lmenguntungkan. lPencabutan lini ldilakukan ldengan lmengeluarkan lsuatu 

keputusan lbaru lyang lisinya lmenarik lkembali ldan/atau lmenyatakan ltidak 

berlaku llagi lkeputusan lyang lterdahulu. lPenarikan lkembali lkeputusan lyang 

menguntungkan lberarti lmeniadakan lhak-hak lyang lterdapat ldalam lkeputusan 

itu loleh lorgan lpemerintahan. lSanksi lini ltermasuk lsanksi lberlaku lke lbelakang 

(regressieve lsancties), lyaitu lsanksi lyang lmengembalikan lpada lsituasi lsebelum 

keputusan litu ldibuat. lDengan lkata llain, lhak-hak ldan lkewajiban-kewajiban 

yang ltimbul lsetelah lterbitnya lkeputusan ltersebut lmenjadi lhapus latau ltidak 

ada lsebagaimana lsebelum lterbitnya lkeputusan litu, ldan lsanksi lini ldilakukan 

sebagai lreaksi lterhadap ltindakan lyang lbertentangan ldengan lhukum. lSanksi 

penarikan lkembali lKTUN lyang lmenguntungkan lditerapkan ldalam lhal lterjadi 

pelanggaran lterhadap lperaturan latau lsyarat-syarat lyang ldilekatkan lpada 

penetapan ltertulis lyang ltelah ldiberikan, ljuga ldapat lterjadi lpelanggaran 

undang-undang lyang lberkaitan ldengan lizin lyang ldipegang loleh lsi lpelanggar. 

Pencabutan lsuatu lkeputusan lyang lmenguntungkan litu lmerupakan lsanksi lyang 

situatif. lIa ldikeluarkan lbukan ldengan lmaksud lsebagai lreaksi lterhadap 

perbuatan lyang ltercela ldari lsegi lmoral, lmelainkan ldimaksudkan luntuk 

mengakhiri lkeadaan-keadaan lyang lsecara lobjektif ltidak ldapat ldibenarkan llagi. 

 

 

 
21 lRidwan lHR. l2014. lHukum lAdministrasi lNegara, lJakarta. lPT lRaja lGrafindo lPersada 



19 
 

3. Pengenaan lUang lPaksa loleh lPemerintah l(Dwangsom) 

Dalam lHukum lAdministrasi lNegara, lpengenaan luang lpaksa lini ldapat 

dikenakan lkepada lseseorang latau lwarga lnegara lyang ltidak lmematuhi latau 

melanggar lketentuan lyang lditetapkan loleh lpemerintah lsebagai lalternatif ldari 

tindakan lpaksaan lpemerintahan. lPengenaan luang lpaksa lmerupakan lalternatif 

untuk ltindakan lnyata lyang lberarti lsebagai lsubsidiaire ldan ldianggap lsebagai 

sanksi lreparatoir. lPersoalan lhukum lyang ldihadapi ldalam lpengenaan 

dwangsom lsama ldengan lpelaksanaan lpaksaan lnyata. lDalam lkaitannya ldengan 

KTUN lyang lmenguntungkan lseperti lizin, lbiasanya lpemohon lizin ldisyaratkan 

untuk lmemberikan luang ljaminan. lJika lterjadi lpelanggaran latau lpelanggar 

(pemegang lizin) ltidak lsegera lmengakhirinya, lmaka luang ljaminan litu  

dipotong lsebagai ldwangsom. lUang ljaminan lini llebih lbanyak ldigunakan  

ketika lpelaksanaan lbestuursdwang lsulit ldilakukan. 

 

4. Pengenaan lDenda lAdministratif l(Adminstratieve lBoete) 

Berbeda ldengan lpengenaan luang lpaksa ladministrasi lyang lditujukan luntuk 

mendapatkan lsituasi lkonkret lyang lsesuai ldengan lnorma, ldenda ladministrasi 

tidak llebih ldari lsekadar lreaksi lterhadap lpelanggaran lnorma lyang lditujukan 

untuk lmenambah lhukuman lyang lpasti, lterutama ldenda ladministrasi lyang 

terdapat ldalam lhukum lpajak. lSanksi lini lbiasanya lterdapat ldalam lhukum 

pajak, ljaminan lsosial ldan lhukum lkepegawaian. lDenda ladministrasi lhanya 

dapat lditerapkan latas ldasar lkekuatan lwewenang lyang ldiatur ldalam lundang-

undang ldalam larti lformal. 

 

2.1.3 Pelaksanaan Hak Pekerja Dalam Ketenagakerjaan 

Hak ladalah lsegala lsesuatu lyang lharus ldi ldapat loleh lsetiap lorang lyang ltelah 

ada lsejak llahir lbahkan lbelum llahir. lDi ldalam lkamus lbahasa lindonesia lhak 

memiliki lpengertian ltentang lsesuatu lhal lyang lbenar, lmilik, lkepunyaan, 

kewenangan, lkekuasaan luntuk lberbuat lsesuatu l(karena ltelah lditentukan loleh 

undang-undang, laturan,dsb). lBuruh/Pekerja ladalah lsetiap lorang lyang lbekerja 

dengan lmenerima lupah latau limbalan ldalam lbentuk llain. lDalam ldefinisi 

tersebut lterdapat ldua lunsur lyaitu lunsur lorang lyang lbekerja ldan lunsur 
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menerima lupah latau limbalan ldalam lbentuk llain. lDi ldalam lundang-undang 

No. l13 lTahun l2013 ltentang lketenagakerjaan ltelah ldiatur lmengenai lhak-hak 

normatif/ lhak-hak ldasar lbaruh/pekerja lyang ltertuang ldi ldalam lpasal l77 

hingga lpasal l101 ladalah lmeliputi lhak-hak lnormatif lburuh/pekerja lseperti l: 

hak latas lpekerjaan ldan lupah lnormal, lhak latas lupah llembur, lhak latas lhari 

libur, lhak latas lizin ldispensasi, lhak latas lcuti ltahunan, lhak latas lcuti 

melahirkan luntuk lpekerja lwanita, lhak luntuk lmenjalankan libadah lkeagamaan, 

hak latas lTHR lkeagamaan, lhak latas ljaminan lsosial ltenaga lkerja, lhak latas 

keselamatan ldan lkesehatan lkerja, lhak luntuk lberorganisasi ldalam lserikat 

buruh, lhak latas lpesangon. 

 

2.1.4. Kewajiban Perusahaan Terhadap Buruh/Pekerja 

Kewajiban lPerusahaan lTerhadap lBuruh/Pekerja lMenurut lProf. lNotonegoro 

wajib ladalah lbeban luntuk lmemberikan lsesuatu lyang lsemestinya ldibiarkan 

atau ldiberikan lmelalui lpihak ltertentu ltidak ldapat loleh lpihak llain lmaupun 

yang lpada lprinsipnya ldapat ldituntut lsecara lpaksa loleh lyang lberkepentingan. 

Sehingga lkewajiban ladalah lsesuatu lyang lharus ldilakukan. 

Kewajiban lperusahaan lterhadap lburuh/pekerja lselain lharus lmemenuhi lhak-hak 

normatif lburuh lseperti lpemenuhan lhak latas lpekerjaan ldan lupah lnormal, lhak 

atas lupah llembur, lhak latas lhari llibur, lhak latas lizin ldispensasi, lhak latas lcuti 

tahunan, lhak latas lcuti lmelahirkan luntuk lpekerja lwanita, lhak luntuk 

menjalankan libadah lkeagamaan, lhak latas lTHR lkeagamaan, lhak latas ljaminan 

sosial ltenaga lkerja, lhak latas lkeselamatan ldan lkesehatan lkerja, lhak luntuk 

berorganisasi ldalam lserikat lburuh, lhak latas lpesangon. lSelain lpemenuhan   

hak-hak lnormatif lburuh/pekerka lperusahan ljuga lmempunyai lkewajiban llain 

dalam lmensejahterakan lburuh/pekerja lyang lbekerja ldi lperuasahaannya lyag lini 

semua lnantinya ldapat lmenimbulkan lefek ldomino lyang lpositif lbagi  

perusahaan ldengan lburuh/pekerjanya. 

 

2.2. Sistem Jaminan Sosial Nasional 

Sebuah lUndang l– lUndang lNo. l40 lTahun l2004 ltentang lSistem lJaminan 

Sosial lNasional ltelah lterbit lpada ltahun l2004. lUndang l– lundang ltersebut 
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merupakan lupaya luntuk lmelakukan lreformasi ldi lbidang lsistem ljaminan sosial, 

oleh lkarena lIndonesia lsudah lsangat ltertinggal ldalam lpenyelenggaraan lsistem 

jaminan lsosial. lKelak, lapabila lundang l– lundang lini ldapat ldilaksanakan 

dengan lsebaik l– lbaiknya, ltidak lhanya lakan lmampu lmenimgkatkan 

kesejahteraan lrakyat lIndonesia, lmengejar lketertinggalan ldi lbidang 

penyelenggaraan ljaminan lsosial, ltetapi ljuga lakan lberdampak lpada lsector 

ekonomi ldan lpolitik lkarena lsetiap lprogram ljaminan lsosial lpada ldasarnya 

merupakan linstrument lmobilisasi ldana lmasyarakat lsehingga lmampu 

membentuk ltabungan lnasional lyang lbesar. lDampak lekonomi ldan lpolitik 

merupakan ldampak ltidak llangsung ldari lmeningkatnya ltabungan lnasional, 

antara llain lkemampuan lpembiayaan lmodal ldalam lnegeri l(PMDN), lmembuka 

peluang lberusaha lsehingga lmeningkatkan lpeluang lkesempatan lkerja ldan 

kemandirian lbangsa lmenghadapi lera lglobalisasi.22 

 

Mewujudkan lkesejahteraan lrakyat ladalah lcita l– lcita lsetiap lmanusia, lbangsa, 

dan lnegara. lNamun, luntuk lmewujudkan lkesejahteraan lrakyat, lsetiap lmanusia, 

bangsa, ldan lnegara lmenempuh ljalan lyang lberbeda, lsesuai ldengan ltujuan ldan 

filosofi lbuat lapa lnegara lini ldidirikan. lUpaya lmewujudkan lkesejahteraan 

rakyat, ldengan ldemikian, ltidak lterlepas ldari llingkungan lkita lberada, lkondisi 

suatu lbangsa ldan lnegara ldengan lseperangkat lketentuan lperundangan lyang 

melandasinya. lUntuk lmewujudkan lkesejahteraan lrakyat, lterkait ldengan lsistem 

ekonomi, lpolitik, ldan lsosial lbudaya lsuatu lbangsa. lSistem ljaminan lsosial 

merupakan lcara l(means) lsekaligus ltujuan lmewujudkan lkesejahteraan, lyang 

sekarang ltelah ldikenal ldi lseluruh ldunia, lbaik lyang lmenganut lsistem lekonomi 

sosialis l(SES) lmaupun lsistem lekonomi lkapitalis l(SEK) ldan lsistem lekonomi 

campuran l(SEC).23 

 

Negara – negara sosialis (SES) meletakkan peran negara yang sangat besar 

sehingga pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga 

 
22 lSulastomo, l2008, lSistem lJaminan lSosial lNasional lSebuah lIntroduksi, lRajagrafindo 

lPersada, lJakarta, lhlm l1. 

23 lIbid, lhlm.2 
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penyelenggara/pemberi kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, di negara kapitalis 

(SEK), misalnya Amerika Serikat, meskipun pemerintah lebih sesuai regulator, 

peran pemerintah dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial tetap besar. 

Sementara itu, dibanyak negara di benua Eropa dan negara lainnya, dengan sistem 

ekonomi campuran (SEC), pemerintah dan rakyat secara bersama – sama 

mewujudkan kesejahteraan yang dicita – citakan itu. Kenyataan itu merupakan 

implementasi Sistem Ekonomi Sosial, Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem 

Ekonomi Campuran. Mewujudkan kesejahteraan sering dianggap merupakan 

subsistem ekonomi suatu bangsa. Padahal, sistem ekonomi apa pun, tujuannya 

adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sehingga sistem ekonomi 

sebenarnya adalah subsistem kesejahteraan suatu bangsa.24 

 

Hal ini tampak dari penyelenggaraan jaminan Kesehatan sebagai salah satu wujud 

kesejahteraan rakyat. Di negara sosialis, seluruhnya menjadi tugas negara, baik 

pembiayaan, sarana Kesehatan (healthcare providers) maupun penunjangnya. 

Sebaliknya, di Amerika Serikat, jaminan Kesehatan seluruhnya menjadi tugas 

masyarakat baik dari Kesehatan aspek pembiayaan maupun aspek penyelenggaraan 

sarana pelayanan kesehatannya. Rakyat bebas memilih cara memperoleh pelayanan 

Kesehatan, pembiayaan, dan sarana Kesehatan yang dikehendaki. Hal ini terlepas, 

meskipun bagi kelompok tenaga kerja (formal), ada berbagai ketentuan yang terkait 

jaminan Kesehatan, sebagai bagian dari ketentuan yang menjadi hak 

seseorang sebagai tenaga kerja, baik dari aspek pembiayaannya maupun 

penyelenggaraan jaminan kesehatannya, antara lain melalui pilihan sistem asuransi 

komersial yang menjadi pilihan pemberi kerja/perusahaan/majikan/employer. 

Sementara itu, dibanyak negara lain, yang menganut Sistem Ekonomi Campuran 

(SEC), jaminan Kesehatan diselenggarakan Bersama, antara rakyat dan 

pemerintah.25 

 

Hal ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana 

dikenal sebagai Sistem Jaminan Sosial (Social Security Sistem/SSS) terdapat dalam 

 
24 Ibid 
25 Ibid, hlm.3 
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Sistem Ekonomi Sosialis (SES), Sistem Ekonomi Kapitalis (SEK) dan Sistem 

Ekonomi Campuran (SEC), meski landasan filosofinya berbeda. Di negara dengan 

SEC dilandasi falsafah “kebersamaan” (solidaritas/kegotoroyongan), sementara di 

negara dengan SEK berfalsafah individualism, meskipun peran negara tetap besar, 

sebab tujuannya sama, yaitu untuk memberi “rasa aman” (security) sepanjang 

perjalanan hidup manusia, dari saat dilahirkan sampai meninggal dunia. Dapat 

dipahami bahwa upaya mewujudkan “rasa aman” itu terdiri dari berbagai program, 

sesuai kebutuhan manusia yang beraneka ragam.26 

 

Dengan titik tolak seperti itu, Social Security Sistem (Sistem Jaminan Sosial) 

digambarkan sebagai suatu kumpulan program yang saling terkait satu dengan yang 

lainnya untuk memberikan perlindungan sosial atau rasa aman. Rasa aman itu bisa 

terwujud kalau manusia dapat terjamin dari berbagai ancaman, baik yang datang 

secara tiba – tiba (sakit atau kecelakaan) atau alamiah (pensiun), yang bisa 

berdampak pada menurunnya kemampuan ekonomi dan sosialnya. Ancaman itu 

pada dasarnya merupakan risiko ekonomi yang disebabkan oleh kejadian (sakit atau 

kecelakaan) atau risiko menurunnya pendapatan seseorang (berhenti bekerja atau 

pensiun).27 

 

International lLabour lOrganization l(ILO) lmemberikan ldefinisi lSosial lSecurity 

sebagai lberikut l(ILO lConvention l102). 

Social lsecurity lis lthe lprotection lwhich lsociety lprovides lfor lits lmembers 

through la lseries lof lpublic lmeasure: 

- To loffset lthe labsence lor lsubstantial lreduction lof lincome lfrom lwork 

resulting lfrom lvarious lcontingencies l(notable lstickness, lmaternity, 

employment linjury, lunemployment, linvalidity, lold lage land ldeath lof 

breadwinner). 

- To lprovide lpeople lwith lhealthcare. 

- To lprovide lbenefit lfor lfamilies lwith lchildren. 

 

 
26 Ibid 
27 Ibid, hlm. 4. 
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Definisi llain lmengatakan l: 

Social lsecurity lis la lsistem lfor lproviding lincome lsecurity lto ldeal lwith lthe 

contingency lrisk lof llife, lsickness, land lmaternity, lemployment, linjury, 

unemployment, linvalidity, lold lage, land ldeath, lthe lprovision lof lmedical lcare 

and lthe lprovision lsubsidies lfor lfamily lwith lchildren l(Guy lStanding, l2000). 

 

Dapat ldisimpulkan lbahwa lsistem ljaminan lsosial ladalah lupaya lmewujudkan 

kesejahteraan, lmemberikan lrasa laman lsepanjang lhidup lmanusia, lmelalui 

pendekatan lsistem. lPeran lnegara ldan lmasyarakat ltergantung lfilosofi lbuat lapa 

negara litu ldidirikan.28 

 

2.2.1. Definisi Sistem Jaminan Sosial Nasional 

Istilah lsistem ljaminan lsosial lnasional ladalah listilah lyuridis lyang ldikenal 

dalam lUndang l– lUndang lRepublik lIndonesia lNomor l40 lTahun l2004 ltentang 

Sistem lJaminan lSosial lNasional l(untuk lselanjutnya ldisingkat lUU lSJSN). 

Pasal l1 langka l2 lUU lSJSN lmemberi lpengertian latas lsistem ljaminan lsosial 

nasional lsebagai lsuatu ltata lcara lpenyelenggaraan lprogram ljaminan lsocial  

oleh lbeberapa lbadan lpenyelenggara ljaminan lsosial. lAdapun lpengertian  

yuridis latas ljaminan lsosial lsebagaimana lketentuan lPasal l1 langka l1 lUU  

SJSN ladalah lsalah lsatu lbentuk lperlindungan lsosial luntuk lmenjamin lseluruh 

rakyat lagar ldapat lmemenuhi lkebutuhan ldasar lhidupnya lyang llayak. 

 

Sistem ljaminan lsosial lnasional lpada ldasarnya lmerupakan lprogram lnegara 

yang lbertujuan lmemberi lkepastian lperlindungan ldan lkesejahteraan lsosial lbagi 

seluruh lrakyat lIndonesia.29 

 

Melalui lprogram lini, lsetiap lpenduduk ldiharapkan ldapat lmemenuhi lkebutuhan 

dasar lhidup lyang llayak lapabila lterjadi lhal l– lhal lyang ldapat lmengakibatkan 

 
28 lIbid, lhlm.5 

29 lUU lRI lNomor l40 lTahun l2004 ltentang lSistem lJaminan lSosial lNasional 
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hilang latau lberkurangnya lpendapatan lkarena lmenderita lsakit, lmengalami 

kecelakaan, lkehilangan lpekerjaan, lmemasuki lusia llanjut, latau lpensiun.30 

 

Sistem ljaminan lsosial lnasional l(national lsocial lsecurity lsistem) ladalah lsistem 

penyelenggaraan lprogram lnegara ldan lpemerintah luntuk lmemberikan 

perlindungan lsosial lagar lsetiap lpenduduk ldapat lmemenuhi lkebutuhan ldasar 

hidup lyang llayak lmenuju lterwujudnya lkesejahteraan lsosial lbagi lseluruh 

penduduk lIndonesia.31 

 

Jaminan lsosial ldiperlukan lapabila lterjadi lhal l– lhal lyang ltidak ldikehendaki 

yang ldapat lmengakibatkan lhilangnya latau lberkurangnya lpendapatan  

seseorang, lbaik lkarena lmemasuki lusia llanjut latau lpension lmaupun lkarena 

gangguan lkesehatan, lcacat, lkehilangan lpekerjaan ldan llain lsebagainya.32 

 

2.2.2 Dasar Hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional 

Sistem ljaminan lsosial lnasional ltelah ldiatur ldalam lundang l– lundang 

ltersendiri, lyaitu lUndang-Undang lNomor l40 lTahun l2004 ltentang lSistem 

lJaminan lSosial lNasional l(disingkat lUU lSJSN), lsebagaimana ldiatas. lSecara 

lhierarkis, lpembentukan lUU lSJSN ldidasarkan lpada lperaturan lperundang l– 

lundangan lyang llebih ltinggi, lyaitu lUndang l– lUndang lDasar lNegara lRepublik 

lIndonesia lTahun l1945 l(disingkat lUUD lNRI l1945), lhal lmana ldijelaskan 

ldalam lbagian lawal lUU lSJSN, ldiawali ldengan lkata l“mengingat” lmerupakan 

ldasar lhukum lyang lmemuat ldasar lkewenangan lpembentukan lperaturan 

lperundang l– lundangan lyang lmemerintahkan lpembentukan lperaturan 

lperundang l– lundangan, lyaitu lPasal l5 layat l(1), lPasal l20, lPasal l28 lH layat 

l(1), layat l(2), layat l(3), ldan lPasal l34 layat l(1) ldan layat l(2) lUUD lNRI l1945. 

 

 
30 lIbid. 

31 lNaskah lAkademik lSistem lJaminan lSosial lNasional l(NA-SJSN) ltanggal l23 lJanuari 

l2004, lhlm. l7. 

32 lIbid. 
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Dasar lhukum lpembentukan lUU lSJSN lyang lmenjadi llandasan lbagi lsistem 

jaminan lsosial ldijelaskan llebih ljauh lmelalui lpenjelasan lumum lyang 

merupakan linterpretasi lautentik ldan lmerupakan lcatatan lsejarah lpembentukan 

UU lSJSN, ldimana ldikatakan: ldinamika lpembangunan lbangsa lIndonesia ltelah 

menumbuhkan ltantangan lberikut ltuntutan lpenanganan lberbagai lpersoalan  

yang lbelum lterpecahkan.33 

 

Salah lsatunya ldalam lpenyelenggaraan ljaminan lsosial lbagi lseluruh lyang 

diamanatkan ldalam lPasal l28H layat l(3) lmengenai lhak lterhadap ljaminan   

sosial ldan lPasal l34 layat l(2) lUUD lNRI l1945. lJaminan lsosial ljuga ldijamin 

dalam lDeklarasi lPerserikatan lBangsa l– lBangsa ltentang lHak lAsasi lManusia 

Tahun l1948 ldan lditegaskan ldalam lKonvensi lInternational lLabour l 

Organization l(ILO) lNomor l102 lTahun l1952 lyang lmenganjurkan lsemua 

negara luntuk lmemberikan lperlindungan lminimum lkepada lsetiap ltenaga lkerja. 

 

Sejalan ldengan lketentuan ltersebut, lMajelis lPemusyawaratan lRakyat lRepublik 

Indonesia ldalam lTAP lNomor lX/MPR/2001 lmenugaskan lPresiden luntuk 

membentuk lSistem lJaminan lSosial lNasional ldalam lrangka lmemberikan 

perlindungan lsosial lyang lmenyeluruh ldan lterpadu.34 

 

UU lSJSN lyang lmenganut lsistem ljaminan lsosial lsecara lefektif lmulai lberlaku 

sejak ltanggal ldiundangkan. lPasal l53 lUU lSJSN lmenentukan lbahwa lundang l– 

undang lini lmulai lberlaku lsejak ltanggal ldiundangkan. lSecara lhukum, lUU 

SJSN ltentang lsistem ljaminan lsosial lnasional lmulai lberlaku lsejak ltanggal 

diundangkannya lyaitu ltanggal l19 lOktober l2004. 

 

2.2.3 Asas, Tujuan, dan Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional 

Usaha luntuk lmemahami lsistem ljaminan lsosial lnasional ltidak lpernah lbisa 

dilepaskan ldari lapa lyang lterjadi lasas, lapa lyang lmenjadi lasas, lapa lyang 

 
33 lPenjelasan lUmum lUU lRI lNomor l40 lTahun l2004 lTentang lSistem lJaminan lSosial 

lNasional, lparagraf l2. 

34 lIbid. l 
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menjadi ltujuan ldan lapa lyang lmenjadi lprinsip ldari lsistem ljaminan lsosial 

nasional litu lsendiri. lSama lhalnya ldengan lbagaimana lcara lmemahami lUndang 

– lUndang lDasar lNegara lRepublik lIndonesia lTahun l1945 lyang ltidak lcukup 

dengan lcara lmembaca lpasal lper lpasal, ltetapi ljuga lharus l ldipahami lpula 

bagaimana lpraktiknya ldan lbagaimana lsuasana lkebatinannya l(geistlichen 

hinterground). 

 

Untuk lmemahami lsistem ljaminan lsosial lnasional lharus lpula ldipelajari lapa 

asas, ltujuan ldan lprinsip lsistem ljaminan lnasional lsebagaimana ldiatur ldalam 

Bab lII lUU lSistem lJaminan lSosial lNasional. 

 

Merujuk lKembali lpada lsejarah lproses lpembentukannya, lada l3 l(tiga) lpilar 

utama ldalam lsistem ljaminan lsosial lnasional, lyaitu lsebagai lberikut: 

1. Pilar lpertama lmenggunakan lmekanisme lbantuan lsosial l(social lassistance) 

kepada lpenduduk lyang lkurang lmampu, lbaik ldalam lbentuk lbantuan luang 

tunai lmaupun lpelayanan ltertentu luntuk lmemenuhi lkebutuhan ldasar lyang 

layak. lPembiayaan lbantuan lsosial ldapat lbersumber ldari langgaran lnegara 

dan/atau ldari lmasyarakat. lMekanisme lbantuan lsosial lbiasanya ldiberikan 

kepada lpenyandang lmasalah lkesejahteraan lsosial l(PMKS), lyaitu  

masyarakat lyang lbenar l– lbenar lmembutuhkan lumpamanya lpenduduk 

miskin, lsakit, llanjut lusia, latau lketika lterpaksa lmenganggur.35 

2. Pilar lkedua lmenggunakan lmekanisme ljaminan/asuransi lsosial lyang lbersifat 

wajib latau lcompulsory linsurance, lyang ldibiayai ldari lkontribusi latau liuran 

yang ldibayarkan loleh lpeserta. lDengan lkewajiban lmenjadi lpeserta, lsistem 

ini ldapat lterselenggara lsecara lluas lbagi lseluruh lrakyat ldan lterjamin 

kesinambungannya ldan lprofesionalisme lpenyelenggaranya. lDalam lhal 

peserta ladalah ltenaga lkerja ldi lsektor lformal, liuran ldibayarkan loleh lsetiap 

tenaga lkerja latau lpemberi lkerja latau lsecara lbersama-sama lsebesar 

persentase ltertentu ldari lupah.36 

 
35 lNaskah lAkademik lSistem lJaminan lSosial lNasional l(NA-SJSN) ltanggal l23 lJanuari 

l2004, lhlm.10-11. 

36 lIbid., lhlm. l11. 
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3. Pilar lketiga lmerupakan lasuransi lsukarela l(voluntary linsurance) latau 

mekanisme lasuransi lsukarela latau lmekanisme ltabungan lsukarela lyang 

iurannya latau lpreminya ldibayar loleh lpeserta l(atau lbersama lpemberi lkerja) 

sesuai ldengan ltingkat lrisikonya ldan lkeinginannya. lPilar lketiga lini ladalah 

jenis lasuransi lyang lsifatnya lkomersial lserta lsebagai ltambahan lsetelah yang 

bersangkutan lmenjadi lpeserta lasuransi lsosial.37 

 

Asas lpenyelenggaraan lsistem ljaminan lsosial lnasional ldisebutkan ldalam lPasal 

2 lUU lSJSN lyang lberbunyi: l“sistem ljaminan lsosial lnasional” ldiselenggarakan 

berdasarkan lasas lkemanusiaan, lasas lmanfaat, ldan lasas lkeadilan lsosial lbagi 

seluruh lrakyat lIndonesia”. 

Ada l3 l(tiga) lasas lpenyelenggaraan lsistem ljaminan lsosial lnasional lyang 

dijelaskan llebih llanjut ldalam lmemori lpenjelasan, lsebagaimana ldijelaskan 

sebagai lberikut: 

1. lAsas lkemanusiaan, lberkaitan ldengan lpenghargaan lterhadap lmartabat 

manusia. 

2. lAsas lmanfaat, lmerupakan lasas lyang lbersifat loperasional lmenggambarkan 

pengelolaan lyang lefisien ldan lefektif. 

3. lAsas lkeadilan lmerupakan lasas lyang lbersifat lidiil. 

 

Kalimat lterakhir ldari lpenjelasan lumum latas lPasal l2 lUU lSJSN lmenggariskan 

bahwa lketiga lasas ltersebut l(sebagaimana ltelah ldisebutkan ldiatas) 

dimaksudkan luntuk lmenjamin lkelangsungan lprogram ldan lhak lpeserta. lPerlu 

diperhatikan lpula lPenjelasan lUmum lUU lSJSN, lkhususnya lparafraf l7, lyang 

menyatakan lbahwa lpelaksanaan lberbagai lprogram ljaminan lsosial ltersebut 

(maksudnya lyang ltelah lada lsebelum lberlakunya lUU lSJSN) lbelum lmampu 

memberikan lperlindungan lyang ladil ldan lmemadai lkepada lpara lpeserta lsesuai 

dengan lmanfaat lprogram lyang lmenjadi lhak lpeserta. lOleh lkarena litu, lUU 

SJSN lpada ldasarnya ldibentuk lguna lmensinkronasikan lpenyelenggaraan 

berbagai lbentuk ljaminan lsosial lyang ldilaksanakan loleh lbeberapa 

 
37 lIbid., lhlm. l12-13. 
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penyelenggara l(yang ltelah lada lsebelum ldiberlakukannya lUU lSJSN) lagar 

dapat lmenjangkau lkepesertaan lyang llebih lluas lserta lmemberikan lmanfaat 

yang llebih lbesar lbagi lsetiap lpeserta. l lDengan ldemikian, lsemakin lbanyak 

peserta lakan lberkorelasi llangsung lterhadap lsemakin lbesarnya lpula lmanfaat 

yang lakan ldidapat ldari lsistem ljaminan lsosial lnasional. 

 

Beranjak ldari lasas lsebagaimana ldiuraikan ldiatas, lsistem ljaminan lsosial 

nasional lmemiliki ltujuan luntuk lmemberikan ljaminan lterpenuhinya lkebutuhan 

dasar lhidup lyang llayak lbagi lsetiap lpeserta ldan/atau langgota lkeluarganya.38 

Pengertian latas l“kebutuhan ldasar lhidup lyang llayak” ldiatur ldalam lPeraturan 

Menteri lTenaga lKerja ldan lTransmigrasi lRepublik lIndonesia lNomor l13  

Tahun l2012 ltentang lKomponen ldan lPelaksanaan lTahapan lPencapaian 

Kebutuhan lHidup lLayak, ldimana lpada lPasal l1 langka l1 lmemberikan 

pengertian latas lkebutuhan lhidup llayak lsebagai lstandar lkebutuhan lseorang 

pekerja/buruh llajang luntuk ldapat lhidup llayak lsecara lfisik luntuk lkebutuhan l1 

(satu) lbulan. lKetentuan lPasal l1 langka l1 lPermenakertrans lNo. l13 lTahun  

2012 ltersebut lmemiliki lkorelasi ldengan lpelaksanaan lterhadap lketentuan lPasal 

89 layat l l(4) lUndang l– lUndang lNomor l13 lTahun l2003 ltentang 

Ketenagakerjaan. 

 

Secara lumum, ltujuan lyang ldimiliki loleh lsistem ljaminan lsosial lnasional 

sebagaimana lketentuan lPasal l3 lUU lSJSN ltersebut lmerupakan 

bentuklpelaksanaan lterhadap lPasal ltentang lkesejahteraan lsosial lyang ldiatur 

dalam lkonstitusi, lkhususnya lPasal l34 layat l(2) lUUD lNRI l1945 lyang 

berbunyi: l“Negara lmengembangkan lsistem ljaminan lsosial lbagi lseluruh lrakyat 

dan lmemberdayakan lmasyarakat lyang llemah ldan ltidak lmampu lsesuai ldengan 

martabat lkemanusiaan”. 

 

 
38 lTujuan lsistem ljaminan lnasional lditegaskan ldalam lPasal l3 lUU lSJSN. 
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Adapun lmengenai lprinsip lpenyelenggaraan lsistem ljaminan lsosial lnasional 

dijelaskan lmelalui lPasal l4 lUU lSJSN, lyang lterdiri ldari l9 l(sembilan) lprinsip, 

yang ldiuraikan lsesuai ldengan lpenjelasan lsebagai lberikut: 

1. Kegotongroyongan, lyaitu lprinsip lkebersamaan lantarpeserta ldalam 

menanggung lbeban lbiaya ljaminan lsosial, lyang ldiwujudkan ldengan 

kewajiban lsetiap lpeserta lmembayar liuran lsesuai ldengan ltingkat lgaji, lupah, 

atau lpenghasilannya. 

2. Nirlaba, ldimana lpenyelenggaraan lsistem ljaminan lsosial ldilakukan 

berdasarkan lprinsip lpengelolaan lusaha lyang lmengutamakan lpenggunaan 

hasil lpengembangan ldana luntuk lmemberikan lmanfaat lsebesar l– lbesarnya. 

3. Keterbukaan, lyaitu lprinsip lmempermudah lakses linformasi lyang llengkap, 

benar, ldan ljelas lbagi lseluruh lpeserta. 

4. Kehati-hatian, ldimana lpenyelenggaraan lsistem ljaminan lsosial lnasional 

dilakukan ldengan lcara lmengelola ldana lsecara lcermat, lteliti, laman, ldan 

tertib. 

5. Akuntabilitas, ldimana lpenyelenggaraan lsistem ljaminan lsosial lnasional 

dilakukan ldengan lcara lmengelola ldana lsecara lakurat ldan ldapat 

dipertanggungjawabkan. 

6. Portabilitas, lyaitu lprinsip lmemberikan ljaminan lyang lberkelanjutan 

meskipun lpeserta lberpindah lpekerjaan latau ltempat ltinggal ldalam lwilayah 

NKRI. 

7. Kepesertaan lbersifat lwajib lyang lberarti lbahwa lsistem ljaminan lsosial 

nasional lmengharuskan lseluruh lpenduduk lmenjadi lpeserta ljaminan lsosial 

yang ldilaksanakan lsecara lbertahap. 

8. Dana lamanat, lyang lmana liuran ldan lhasil lpengembangannya lmerupakan 

dana ltitipan ldari lpeserta luntuk ldigunakan lsebesar-besarnya lbagi 

kepentingan lpeserta ljaminan lsosial. 

9. Hasil lpengelolaan ldana ljaminan lsosial ldipergunakan lseluruhnya luntuk 

pengembangan lprogram ldan luntuk lsebesar-besar lkepentingan lpeserta, 

dengan lprinsip lbahwa lhasil lpengelolaan ldana lJaminan lSosial lNasional 

dalam lketentuan lini ladalah lhasil ldividen ldari lpemegang lsaham lyang 

dikembalikan luntuk lkepentingan lpeserta ljaminan lsosial. 
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2.2.4. Para Pihak dalam Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional 

Secara lumum, lpara lpihak lyang lterlibat ldalam lpenyelenggaraan lsistem 

jaminan lsosial lnasional lada l3 l(tiga), lyaitu lPeserta, lPenyelenggara lSistem 

Jaminan lSosial lNasional ldan lDewan lJaminan lSosial lNasional. lMenurut lUU 

SJSN, lpenyelenggara ljaminan lsosial lnasional ladalah lBadan lPenyelenggara 

Jaminan lSosial l(BPJS) lyang lmerupakan lbadan lhukum lyang ldibentuk luntuk 

menyelenggarakan lprogram ljaminan lsosial. 

 

Sesuai ldengan lketentuan lPasal l5 layat l(1) lUU lSJSN, lBadan lPenyelenggara 

Jaminan lSosial lharus ldibentuk lmelalui lundang l– lundang. lPada ltanggal l25 

November l2011. lBPJS ldibentuk lmelalui lUndang-Undang lNomor l24 lTahun 

2011 ltentang lBadan lPenyelenggara lJaminan lSosial. 

 

Dalam lPasal l1 langka l8 lUU lSJSN, lPengertian lpeserta ldalam lkonteks lsistem 

jaminan lsosial ladalah lsetiap lorang, ltermasuk lorang lyang lasing lbekerja lpaling 

singkat l6 l(enam) lbulan ldi lIndonesia lyang ltelah lmembayar liuran. 

 

Pengertian latas lpeserta lsesuai ldengan lsalah lsatu lprinsip lpenyelenggaraan 

sistem ljaminan lsosial lnasional lyaitu lprinsip lkepesertaan lbersifat lwajib, lyang 

dimaksudkan lagar lseluruh lrakyat lmenjadi lpeserta lsehingga ldapat lterlindungi. 

Hal lini lmerupakan lkonsekuensi ltegas ldari lpengertian ljaminan lsosial 

sebagaimana lPasal l1 langka l1 lUU lSJSN lyang ldiperuntukkan lbagi lseluruh 

rakyat ltanpa lterkecuali. 

 

Peserta lsistem ljaminan lsosial lnasional lantara llain lpemberi lkerja,   

pekerja(yang lmerupakan lpeserta lyang lmenerima lupah) ldan lpeserta lyang   

tidak lmenerima lupah l(dikecualikan luntuk ljaminan lpensiun). lPemberi lkerja 

adalah lorang lperseorangan, lpengusaha, lbadan lhukum, latau lbadan l– lbadan 

lainnya lyang lmemperkerjakan ltenaga lkerja latau lpenyelenggara lnegara lyang 

memperkerjakan lpegawai lnegeri ldengan lmembayar lgaji, lupah, latau limbalan 

dalam lbentuk llainnya. lAdapun lyang ldimaksud ldengan lpekerja ladalah lsetiap 

orang lyang lbekerja ldengan lmenerima lgaji, lupah, latau limbalan ldalam lbentuk 
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lain.39 lPihak lkedua lyang lterlibat ldalam lpenyelenggaraan lsistem ljaminan  

sosial lnasional lselain lpeserta ladalah lBadan lPenyelenggara lJaminan lSosial 

(BPJS). lPihak lterakhir lyang lturut landil ldalam lpenyelenggaraan lsistem 

jaminan lsosial lnasional ladalah lDewan lJaminan lSosial lNasional l(DJSN). 

 

Sesuai lketentuan lPasal l7 layat l(1) ldan l(2), lsecara lkelembagaan latau 

strukturan, lDewan lJaminan lSosial lNasional lbertanggung ljawab lkepada 

Presiden. lPada lprinsipnya, ldewan ljaminan lsosial lnasional lberfungsi 

merumuskan lkebijakan lumum ldan lsinkronisasi lpenyelenggaraan lsistem 

jaminan lsosial lnasional. lAdapun lbertugas luntuk: l 

1. Melakukan lkajian ldan lpenelitian lyang lberkaitan ldengan lpenyelenggaraan 

jaminan lsosial lantara llain lpenyesuaian lmasa ltransisi, lstandar loperasional, 

dan lprosedur lBPJS, lbesaran liuran ldan lmanfaat, lpenatahapan lkepesertaan 

dan lperluasan lprogram, lpemenuhan lhak lpeserta ldan lkewajiban lBPJS. 

2. Mengusulkan lkebijakan linvestasi ldana ljaminan lsosial lyaitu lberupa 

penempatan ldana ldengan lmemperhatikan lprinsip lkehati-hatian, loptimalisasi 

hasil, lkeamanan ldana, ldan ltransparansi, ldan 

3. Mengusulkan langgaran ljaminan lsosial lbagi lpenerima lbantuan liuran ldan 

tersedianya langgaran loperasional lkepada lpemerintah. 

 

Sesuai ldengan lfungsi ldan ltugas lsebagaimana ldiatas, ldalam lPasal l7 layat l(4) 

disebutkan lbahwa ldewan ljaminan lsosial lnasional lmemiliki lkewenangan luntuk 

melakukan lmonitoring ldan levaluasi lpenyelenggaraan lprogram ljaminan lsosial. 

Kewenangan lmelakukan lmonitoring ldan levaluasi ldalam lketentuan lini 

dimaksudkan luntuk lmenjamin lterselenggaranya lprogram ljaminan lsosial, 

termasuk ltingkat lKesehatan lkeuangan lBPJS. lDengan ldemikian, ldewan 

jaminan lsosial lnasional lmemiliki lkedudukan lyang ldapat ldianalogikan lsebagai 

semacam lsupervisor latau lpengawas lpenyelenggaraan lsistem ljaminan lsosial 

yang ldijalankan loleh lBPJS. 

 

 

 
39 lPasal l1 langka l11 lUU lSistem lJaminan lSosial lNasional 



33 
 

2.2.5. Kepesertaan dan Iuran Jaminan Sosial Nasional 

A. Kepesertaan Pekerja  

Keterkaitan lkepesertaan lpekerja ldalam lsistem ljaminan lsosial lialah lbersifat 

lwajib. lSesuai ldengan lketentuan lPasal l13 layat l(1) lUU lSistem lJaminan 

lSosial lNasional lmenentukan lbahwa lpemberi lkerja lsecara lbertahap lwajib 

lmendaftarkan ldirinya ldan lpekerjaannya lsebagai lpeserta lkepada lBadan 

lPenyelenggara lJaminan lSosial lsesuai ldengan lprogram ljaminan lsosial lyang 

ldiikuti. 

 

Pemberi lkerja lyang ldimaksud lsesuai ldengan lPasal l1 langka l12 lUU lSistem 

lJaminan lSosial lNasional lmemiliki ldefine lyaitu lorang lperseorangan, 

lpengusaha, lbadan lhukum latau lbadan-badan llainnya lyang lmemperkerjakan 

lpegawai lnegeri ldengan lmembayar lgaji, lupah latau limbalan ldalam lbentuk 

llainnya. 

 

Berdasarkan lbunyi ldari lPasal l13 layat l(1) lUU lSistem lJaminan lSosial 

lNasional, lbeban lkewajiban luntuk lmendaftarkan lpemberi lkerja ldan lpekerja 

lsebagai lpeserta lkepada lBadan lPenyelanggara lJaminan lSosial lada lditangan 

lpemberi lkerja. lMaka ldari litu, lseorang lpemberi lkerja lyang lmemperkerjakan 

lpekerja, lmemiliki lkewajiban lyang ltidak lhanya lmendaftarkan ldirinya lsendiri 

lkepada lBadan lPenyelanggara lJaminan lSosial lnamun ljuga lmemiliki 

lkewajiban luntuk lmendaftarkan lpekerjanya lkepada lBadan lPenyelenggara 

lJaminan lSosial. lRedaksi ldari lkata lwajib lyang ltercantum lpada lPasal l13 layat 

l(1) lUU lSistem lJaminan lSosial lNasional lmempunyai lunsur lyang lbersifat 

limperative l(bentuk lperintah luntuk lmelakukan lsesuatu) lyang ltidak ldapat 

ldihindari loleh lpemberi lkerja. l 

 

Selain lmengandung lkata lwajib, lketentuan lPasal l13 layat l(1) lUU lSistem 

lJaminan lSosial lNasional ljuga lmengandung lkata lbertahap. lHal lini lkemudian 

ldijelaskan llebih llanjut lmelalui lketentuan lPasal l13 layat l(2) lUU lSJSN, lyang 

lberbunyi: l“pentahapan lsebagai lmana ldimaksud lpada layat l(1), ldiatur llebih 

llanjut ldengan lPeraturan lPresiden”. lPeraturan lPresiden lyang ldimaksud ladalah 
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lPeraturan lPresiden lRepublik lIndonesia lNomor l109 lTahun l2013 ltentang 

lPenahapan lKepesertaan lProgram lJaminan lSosial l(Perpres lNo. l109 lTahun 

l2013). 

 

B. Pembagian Peserta Menurut Perpres Nomor 109 Tahun 2013 

Secara lumum, lPasal l3 lPerpres lNo.109 lTahun l2013 lmembagi lpeserta  

program ljaminan lsosial lmenjadi l2 l(dua) lyaitu lpeserta lpenerima lupah ldan 

peserta lbukan lpenerima lupah. lPeserta lpenerima lupah ldibagi llagi lmenjadi l2 

(dua) lkelompok, lyaitu lpekerja lyang lbekerja lpada lpemberi lkerja 

penyelenggara lnegara ldan lpekerja lyang lbekerja lpada lpemberi lkerja lselain 

penyelenggara lnegara. lPenjelasan llebih llanjut lsebagai lberikut l: 

a. Pekerja lyang lBekerja lPada lPemberi lKerja lPenyelenggara lNegara 

Penyelenggara lNegara ldidefinisikan lsebagai lpejabat lnegara lyang lmenjalankan 

fungsi leksekutif, llegislative, latau lyudikatif, lserta lpejabat llain lyang lfungsi   

dan ltugas lpokoknya lberkaitan ldengan lpenyelenggaraan lnegara lsesuai ldengan 

ketentuan lperaturan lperundang l– lundangan lyang lberlaku.40 

Berdasarkan lketentuan lyang ldiatur ldalam lPasal l5 layat l(1) lPerpres lNo. l109 

Tahun l2013, lkategori ldan lpengelompokkan lpekerja lyang lberkerja lpada 

pemberi lkerja lpenyelenggara lmeliputi l: 

1) Calon lPegawai lNegeri lSipil 

2) Pegawai lNegeri lSipil 

3) Anggota lTNI 

4) Anggota lPolri 

5) Pejabat lnegara 

6) Pegawai lpemerintah lnon-pegawai lnegeri 

7) Prajurit lsiswa lTNI 

8) Peserta ldidik lPolri. 

b. Pekerja lyang lBekerja lPada lPemberi lKerja lSelain lPenyelenggara lNegara 

 
40 lPasal l1 langka l6 lPerpres lNo. l109 lTahun l2013 
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Pekerja lyang lbekerja lpada lpemberi lkerja lselain lpenyelenggara lnegara lpada 

umumnya lmerupakan lpekerja lyang lbekerja lpada lperusahaan lswasta, latau 

sering ljuga ldisebut lsebagai lpegawai lswasta. lDalam lhal lini, lsebagai limbalan 

atas lkerja lyang ldiberikan, lpekerja lberhak luntuk lmendapatkan lgaji, lupah, latau 

imbalan ldalam lbentuk llain ldari lpemberi lkerja lswasta l(bukan lpenyelenggara 

negara). l 

 

Berdasarkan lPerpres lNo. l109 lTahun l2013, lpekerja lyang lbekerja lpada 

pemberi lkerja lselain lpenyelenggara lnegara l(atau lpekerja lswasta) 

dikelompokkan ldalam l4 l(empat) ljenis lskala lusaha, lyaitu l: 

1)  Usaha lMikro ladalah lusaha lproduktif lmilik lorang lperseorangan ldan/atau 

lbadan lusaha lperseorangan lyang lmemenuhi lkriteria lusaha lmikro 

lsebagaimana ldiatur ldalam lUndang-Undang ldi lbidang lUsaha lMikro, lKecil, 

ldan lMenengah. l(Pasal l1 langka l10 lPerpres lNo. l109 lTahun l2013) 

2)  Usaha lKecil ladalah lusaha lekonomi lproduktif lyang lberdiri lsendiri, lyang 

ldilakukan loleh lorang lperseorangan latau lbadan lusaha lyang lbukan 

lmerupakan lanak lperusahaan latau lbukan lcabang lperusahaan lyang ldimiliki, 

ldikuasai, latau lmenjadi lbagian lbaik llangsung lmaupun ltidak llangsung ldari 

lusaha lmenengah latau lusaha lbesar lyang lmemenuhi lkriteria lusaha lkecil 

lsebagaimana ldiatur ldalam lperaturan lperundang-undangan lyang lberlaku. 

l(Pasal l1 langka l11 lPerpres lNo. l109 lTahun l2013) 

3)  Usaha lMenengah ladalah lusaha lekonomi lproduktif lyang lberdiri lsendiri, 

lyang ldilakukan loleh lorang lperseorangan latau lbadan lusaha lyang lbukan 

lmerupakan lanak lperusahaan latau lcabang lperusahaan lyang ldimiliki, 

ldikuasai, latau lmenjadi lbagian lbaik llangsung lmaupun ltidak llangsung 

ldengan lusaha lkecil latau lusaha lbesar ldengan ljumlah lkekayaan lbersih latau 

lhasil lpenjualan ltahunan lsebagaimana ldiatur ldalam lperaturan 

lperundangundangan lyang lberlaku l(Pasal l1 langka l12 lPerpres lNo. l109 

lTahun l2013). 

4)  Usaha lBesar ladalah lusaha lekonomi lproduktif lyang ldilakukan loleh lbadan 

lusaha ldengan ljumlah lkekayaan lbersih latau lhasil lpenjualan ltahunan llebih 

lbesar ldari lusaha lmenengah, lyang lmeliputi lusaha lnasional lmilik lnegara 
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latau lswasta, lusaha lpatungan, ldan lusaha lasing lyang lmelakukan lkegiatan 

lekonomi ldi lIndonesia lsebagaimana ldiatur ldalam lperaturan 

lperundangundangan lyang lberlaku l(Pasal l1 langka l13 lPerpres lNo. l109 

lTahun l2013). 

 

C. Peserta Bukan Penerima  Upah 

Berdasarkan lketentuan lPasal l7 lPerpres lNo. l109 lTahun l2013 ltentang 

Penahapan lKepesertaan lProgram lJaminan lSosial lterkait ldengan lpeserta lbukan 

penerima lupah lmeliputi: 

a. Pemberi lkerja; 

b. Pekerja ldi lluar lhubungan lkerja latau lpekerja lmandiri; 

c. Pekerja lyang ltidak ltermasuk lhuruf lb lyang lbukan lmenerima lgaji latau 

lupah. 

 

2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Istilah lBadan lPenyelenggara lJaminan lSosial ldikenal ldalam lUndang l–   

Undang lRepublik lIndonesia lNomor l40 lTahun l2004 ltentang lSistem lJaminan 

Sosial lNasional. lPasal l1 langka l6 lUndang-Undang lNomor l40 lTahun l2004 

tentang lSistem lJaminan lSosial lNasional lmemberi lpengertian lterhadap lBadan 

Penyelenggara lJaminan lSosial lsebagai lbadan lhukum lyang ldibentuk luntuk 

menyelenggarakan lprogram ljaminan lsosial. 

 

Sesuai ldengan lketentuan lPasal l6 layat l1 lUndang-Undang lNomor l40 lTahun 

2004, lBPJS lharus ldibentuk ldengan lundang-undang. lUndang-Undang lyang 

dimaksud ladalah lUndang-Undang lNomor l24 lTahun l2011 ltentang lBadan 

Penyelenggara lJaminan lSosial l(BPJS) lyang lmemiliki lpengertian lyang lsama 

dengan lUU lSistem lJaminan lSosial lNasional lsebagai lbadan lhukum ldibentuk 

untuk lmenyelenggarakan lprogram ljaminan lsosial. 

 

Badan lPenyeleggara lJaminan lsosial l(BPJS) lKetenagakerjaan lsebagai lasuransi 

perlindungan lsosial lseluruh lpekerja ldi lIndonesia. lSetiap lproduk lBPJS 
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Ketenagakerjaan lmemiliki lmanfaat ldan lkeuntungan lbagi lpesertanya. lPeserta 

BPJS lKetenagakerjaan lsendiri ladalah lpemberi lkerja, lpekerja lyang lterikat 

hubungan lkerja ldan lpekerja lperorangan. lJadi lpeserta lBPJS lKetenagakerjaan 

tidak lterbatas lpada lperusahaan ldan lkaryawan lsaja, lmasyarakat lperorangan 

pun lbisa lmendaftar lselama ldia lmampu lmembayar liuran.41 

 

2.3.1 Dasar Hukum BPJS 

Sistem ljaminan lsosial lnasional lmerupakan lprogram lnegara lyang lbertujuan 

memberikan lkepastian lperlindungan ldan lkesejahteraan lsosial lbagi lseluruh 

rakyat lsebagaimana ldiamanatkan ldalam lPasal l28 lH layat l(1), layat l(2), layat 

(3), ldan lPasal l34 layat l(1) ldan layat l(2) lUUD lNRI l1945. lSelain litu, ldalam 

ketetapan lMajelis lPemusyawaratan lRakyat l(MPR) lNomor lX/MPR/2001. 

Presiden lditugaskan luntuk lmembentuk lsistem ljaminan lsosial ldalam lrangka 

memberikan lperlindungan lsosial lbagi lmasyarakat lyang llebih lmenyeluruh ldan 

terpadu. 

 

Ditetapkannya lUndang-Undang lNomor l40 lTahun l2004 ltentang lSistem 

Jaminan lSosial lNasional lmempunyai lpengaruh lyuridis lyang lkuat luntuk 

bangsa lIndonesia lmemiliki lsistem ljaminan lsosial lbagi lseluruh lrakyat 

Indonesia ldan luntuk lmewujudkan lsistem ljaminan lsosial ltersebut ldiperlukan 

adanya lsuatu lbadan lpenyelenggara lyang lberbentuk lbadan lhukum lpublik 

berdasarkan lprinsip lpenyelenggaraan lsistem ljaminan lsosial lnasional lyang 

dijelaskan lmelalui lPasal l4 lUndang-Undang lNomor l40 lTahun l2004. 

 

Pada ltanggal l25 lNovember l2011, lUndang l– lUndang lRepublik lIndonesia 

Nomor l24 lTahun l2011 ltentang lBadan lPenyelenggara lJaminan lSosial l(BPJS) 

diundangkan. lUU lBPJS lmerupakan lpelaksanaan ldari lPasal l5 layat l(1) ldan 

 
41 lBahari, lFaisal lAndi ldan lBasalamah, lFajar. lAnalisis lKualitas lLayanan ldan lCustomer 

lRelationship lManagement lSerta lDampaknya lPada lKepuasan lPeserta lBPJS 

lKetenagakerjaan lKota lMakassar. lJurnal lManajemen lBisnis lVol. l6, lNo. l1 l(2019) l: l11-

21, lhlm. l13. 
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Pasal l52 lUU lSJSN lyang lmengamanatkan lBadan lPenyelenggara lJaminan 

Sosial ldan ltransformasi lkelembagaan lPT lAskes l(Persero), lPT lTaspen 

(Persero), ldan lPT lASABRI l(Persero) lmenjadi lBadan lPenyelenggara lJaminan 

Sosial. lTransformasi ltersebut ldiikuti ladanya lpengalihan lpeserta, lprogram, 

asset ldan lliabitas, lpegawai, lserta lhak ldan lkewajiban.42 

 

Melalui lUU lBPJS ldibentuk l2 l(dua) lBPJS, lyaitu lBPJS lKesehatan, ldan lBPJS 

Ketenagakerjaan.43 lBPJS lKesehatan lmenyelenggarakan lprogram ljaminan 

Kesehatan ldan lBPJS lKetenagakerjaan lmenyelenggarakan lprogram ljaminan 

kecelakaan lkerja, ljaminan lhari ltua, ljaminan lpension, ldan ljaminan lkematian.44 

Dengan lterbentuknya lkedua lBPJS ltersebut ljangkauan lkepesertaan lprogram 

jaminan lsosial lakan ldiperluas lsecara lbertahap. 

 

2.3.2.  Asas, Tujuan, dan Prinsip BPJS 

Undang l– lUndang lNomor l24 lTahun l2011 ltentang lBadan lPenyelenggara 

Jaminan lSosial l(BPJS) lmemiliki lasas lyang lsama ldengan lasas lyang ldianut 

dalam lUndang-Undang lNomor l40 lTahun l2004 ltentang lSistem lJaminan   

Sosial lNasional. lPasal l2 lUU lBPJS lmenentukan lbahwa lBPJS 

menyelenggarakan lsistem ljaminan lsosial lnasional lberdasarkan lasas lberikut l: 

1. lAsas lkemanusiaan, lberkaitan ldengan lpenghargaan lterhadap lmartabat 

lmanusia. 

2. lAsas lmanfaat, lmerupakan lasas lyang lbersifat loperasional lmenggambarkan 

lpengelolaan lyang lefisien ldan lefektif. 

3. lAsas lkeadilan lmerupakan lasas lyang lbersifat lidiil. 

 

Dengan lasas ltersebut, lUU lBPJS ltelah lmenentukan larah ltujuan lsesuai 

ketentuan lPasal l3 lUU lBPJS lyaitu lmewujudkan lterselenggaranya lpemberian 

jaminan lterpenuhinya lkebutuhan ldasar lhidup lyang llayak lbagi lsetiap lpeserta 

dan/atau langgota lkeluarganya. lTujuan ltersebut ltidak lterlepas ldari lkesamaan l 

 
42 lPenjelasan lUmum lBPJS 

43 lIbid. 

44 lIbid. l 
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dengan ltujuan lsistem ljaminan lsosial lnasional lyang ldisebutkan ldalam Undang-

Undang lNomor l40 lTahun l2004 ltentang lSistem lJaminan lSosial lNasional. 

 

Prinsip lpenyelenggaraan ljaminan lsosial ljuga ldiatur ldalam lPasal l4 lUndang l– 

Undang lRepublik lIndonesia lNomor l24 lTahun l2011 ltentang lBadan 

Penyelenggara lJaminan lSosial l(BPJS) lyang lmemiliki lkesesuaian ldengan 

Undang-Undang lNomor l40 lTahun l2004 ltentang lSistem lJaminan lSosial 

Nasional lsebagai lberikut l: l 

1.  Kegotongroyongan, lyaitu lprinsip lkebersamaan lantarpeserta ldalam 

lmenanggung lbeban lbiaya ljaminan lsosial, lyang ldiwujudkan ldengan 

lkewajiban lsetiap lpeserta lmembayar liuran lsesuai ldengan ltingkat lgaji, 

lupah, latau lpenghasilannya. 

2.  Nirlaba, ldimana lpenyelenggaraan lsistem ljaminan lsosial ldilakukan 

lberdasarkan lprinsip lpengelolaan lusaha lyang lmengutamakan lpenggunaan 

lhasil lpengembangan ldana luntuk lmemberikan lmanfaat lsebesar l– lbesarnya. 

3.  Keterbukaan, lyaitu lprinsip lmempermudah lakses linformasi lyang llengkap, 

lbenar, ldan ljelas lbagi lseluruh lpeserta. 

4.  Kehati-hatian, ldimana lpenyelenggaraan lsistem ljaminan lsosial lnasional 

ldilakukan ldengan lcara lmengelola ldana lsecara lcermat, lteliti, laman, ldan 

ltertib. 

5.  Akuntabilitas, ldimana lpenyelenggaraan lsistem ljaminan lsosial lnasional 

ldilakukan ldengan lcara lmengelola ldana lsecara lakurat ldan ldapat 

ldipertanggungjawabkan. 

6.  Portabilitas, lyaitu lprinsip lmemberikan ljaminan lyang lberkelanjutan 

lmeskipun lpeserta lberpindah lpekerjaan latau ltempat ltinggal ldalam lwilayah 

lNKRI. 

7.  Kepesertaan lbersifat lwajib lyang lberarti lbahwa lsistem ljaminan lsosial 

lnasional lmengharuskan lseluruh lpenduduk lmenjadi lpeserta ljaminan lsosial 

lyang ldilaksanakan lsecara lbertahap. 

8.  Dana lamanat, lyang lmana liuran ldan lhasil lpengembangannya lmerupakan 

ldana ltitipan ldari lpeserta luntuk ldigunakan lsebesar-besarnya lbagi 

lkepentingan lpeserta ljaminan lsosial. 
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9.  Hasil lpengelolaan ldana ljaminan lsosial ldipergunakan lseluruhnya luntuk 

lpengembangan lprogram ldan luntuk lsebesar-besar lkepentingan lpeserta, 

 

2.3.3.   Pembentukan dan Ruang Lingkup 

Menurut lUndang-Undang lNomor l40 lTahun l2004 ltentang lSistem lJaminan 

Sosial lNasional lmenyatakan lredaksinya lmelalui lPasal l5 layat l(1) lbahwa lBPJS 

harus ldibentuk ldengan lundang-undang lsebagai lbentuk limplementasi ldan 

melaksanakan lPutusan lMK lNomor l007/PUU-III/2005, ldiundangkannya lUU 

No.24 lTahun l2011 lsebagai lbentuk ldasar lhukum lbagi lpembentukan lBPJS. 

 

Sebagaimana lyang ldimaksud ldengan lpasal ltersebut lyaitu lBPJS lKesehatan  

dan lBPJS lKetenagakerjaan. lBPJS lKesehatan lmenyelenggarakan lprogram 

jaminan lKesehatan ldan lmulai lberoperasi lmenyelenggarakan lprogram ljaminan 

kesehatan lpada ltanggal l1 lJanuari l2014 lsesuai ldengan lPasal l60 lUU lBPJS. 

Sedangkan lBPJS lKetenagakerjaan lmenyelenggarakan lprogram ljaminan 

kecelakaan lkerja, ljaminan lhari ltua, ljaminan lpension, ldan ljaminan lkematian 

dan lberoperasi lpaling llambat ltanggal l1 lJuli l2015 lsesuai lketentuan lPasal l64 

UU lBPJS. 

 

2.3.4 Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban 

Berdasarkan lketentuan lPasal l9 lUndang-Undang lNomor l24 lTahun l2011  

dalam lmelaksanakan lfungsinya lBPJS lKesehatan lberfungsi lmenyelenggarakan 

program ljaminan lkesehatan ldan lBPJS lKetenegakerjaan lberfungsi 

menyelenggarakan lprogram ljaminan lkecelakaan lkerja, lprogram ljaminan 

kematian, lprogram ljaminan lpensiun, ldan ljaminan lhari ltua. lDalam 

menjalankan lfungsi ltersebut lsesuai ldengan lketentuan lPasal l10 lUndang-

Undang lNomor l24 lTahun l2011, lBPJS ljuga lbertugas luntuk l: 

a. Melakukan ldan/atau lmenerima lpendaftaran lPeserta; l 

b. Memungut ldan lmengumpulkan lIuran ldari lPeserta ldan lPemberi lKerja; l 

c. Menerima lBantuan lIuran ldari lPemerintah; 

d. Mengelola lDana lJaminan lSosial luntuk lkepentingan lPeserta; l 

e. Mengumpulkan ldan lmengelola ldata lPeserta lprogram lJaminan lSosial; l 
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f. Membayarkan lManfaat ldan/atau lmembiayai lpelayanan lkesehatan lsesuai 

dengan lketentuan lprogram lJaminan lSosial; ldan l 

g. Memberikan linformasi lmengenai lpenyelenggaraan lprogram lJaminan lSosial 

kepada lPeserta ldan lmasyarakat. 

 

Dalam lmelaksanakan ltugas lsebagaimana ldiatur ldalam lPasal l11, lBPJS 

berwenang luntuk: l 

a.  Menagih lpembayaran lIuran; l 

b.  Menempatkan lDana lJaminan lSosial luntuk linvestasi ljangka lpendek ldan 

ljangka lpanjang ldengan lmempertimbangkan laspek llikuiditas, lsolvabilitas, 

lkehati-hatian, lkeamanan ldana, ldan lhasil lyang lmemadai; l 

c.  Melakukan lpengawasan ldan lpemeriksaan latas lkepatuhan lPeserta ldan 

lPemberi lKerja ldalam lmemenuhi lkewajibannya lsesuai ldengan lketentuan 

lperaturan lperundang-undangan ljaminan lsosial lnasional; l 

d.  Membuat lkesepakatan ldengan lfasilitas lkesehatan lmengenai lbesar 

lpembayaran lfasilitas lkesehatan lyang lmengacu lpada lstandar ltarif lyang 

lditetapkan loleh lPemerintah; l 

e.  Membuat latau lmenghentikan lkontrak lkerja ldengan lfasilitas lkesehatan; 

f.  Mengenakan lsanksi ladministratif lkepada lPeserta latau lPemberi lKerja lyang 

ltidak lmemenuhi lkewajibannya; l 

g.  Melaporkan lPemberi lKerja lkepada linstansi lyang lberwenang lmengenai 

lketidakpatuhannya ldalam lmembayar lIuran latau ldalam lmemenuhi 

lkewajiban llain lsesuai ldengan lketentuan lperaturan lperundangundangan; 

ldan l 

h.  Melakukan lkerja lsama ldengan lpihak llain ldalam lrangka lpenyelenggaraan 

lprogram lJaminan lSosial. 

 

Dari lkewenangan lyang ldiberikan lmelahirkan lhak-hak lBPJS lpada lPasal l12 

UU lBPJS lantara llain: 

a.  Memperoleh ldana loperasional luntuk lpenyelenggaraan lprogram lyang 

lbersumber ldari lDana lJaminan lSosial ldan/atau lsumber llainnya lsesuai 

ldengan lketentuan lperaturan lperundangundangan; ldan l 
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b.  Memperoleh lhasil lmonitoring ldan levaluasi lpenyelenggaraan lprogram 

lJaminan lSosial ldari lDJSN lsetiap l6 l(enam) lbulan. 

 

Untuk lmendukung ltugas l– ltugas lBPJS lyang ldimaksud ldalam lPasal l10 lUU 

BPJS, lmaka ldalam lPasal l13, lBPJS lberkewajiban luntuk: 

a. Memberikan lnomor lidentitas ltunggal lkepada lPeserta; l 

b. Mengembangkan laset lDana lJaminan lSosial ldan laset lBPJS luntuk lsebesar-

besarnya lkepentingan lPeserta; l 

c. Memberikan linformasi lmelalui lmedia lmassa lcetak ldan lelektronik  

mengenai lkinerja, lkondisi lkeuangan, lserta lkekayaan ldan lhasil 

pengembangannya; l 

d. Memberikan lManfaat lkepada lseluruh lPeserta lsesuai ldengan lUndang-

Undang ltentang lSistem lJaminan lSosial lNasional; l 

e. Memberikan linformasi lkepada lPeserta lmengenai lhak ldan lkewajiban luntuk 

mengikuti lketentuan lyang lberlaku; l 

f. Memberikan linformasi lkepada lPeserta lmengenai lprosedur luntuk 

mendapatkan lhak ldan lmemenuhi lkewajibannya; l 

g. Memberikan linformasi lkepada lPeserta lmengenai lsaldo ljaminan lhari ltua 

dan lpengembangannya l1 l(satu) lkali ldalam l1 l(satu) ltahun; l 

h. Memberikan linformasi lkepada lPeserta lmengenai lbesar lhak lpensiun l1 

(satu) lkali ldalam l1 l(satu) ltahun; l 

i. Membentuk lcadangan lteknis lsesuai ldengan lstandar lpraktik laktuaria lyang 

lazim ldan lberlaku lumum; l 

j. Melakukan lpembukuan lsesuai ldengan lstandar lakuntansi lyang lberlaku 

dalam lpenyelenggaraan lJaminan lSosial; ldan l 

k. Melaporkan lpelaksanaan lsetiap lprogram, ltermasuk lkondisi lkeuangan,  

secara lberkala l6 l(enam) lbulan lsekali lkepada lPresiden ldengan ltembusan 

kepada lDJSN. 
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2.4 Perusahaan 

Hukum perusahaan memiliki sejarah yang dimulai dari negara-negara di Eropa, 

diperkirakan mulai tahun 1000M sampai dengan 1500M.45 Pada awalnya, negara-

negara tersebut memberlakukan hukum kebiasaan. Seiring berjalannya waktu, 

hukum kebiasaan mulai tergantikan dengan hukum Romawi yang bernama Corpus 

Iuris Civilis46,  yang mana tidak lepas dari penjajahan oleh bangsa tersebut. Faktor 

lain yang mempengaruhi bergantinya hukum di negara-negara Eropa dengan 

hukum Romawi ialah adanya sejumlah pelajar di Prancis dan Italia yang 

mempelajari tentang hukum Romawi tersebut. Setelah menyelesaikan studinya, 

hukum tersebut kemudian diterapkan di negara asal masing-masing pelajar. 

 

Prancis yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Eropa Kontinental, memiliki 

berbagai macam hukum terkait perdagangan, yaitu hukum Germania (Jerman) dan 

hukum Romawi. Hukum Jerman diberlakukan di bagian Utara dan Tengah, yang 

merupakan asal hukum kebiasaan Prancis kuno, disebut juga pays de droit 

coutumier atau hukum lokal. Sementara hukum Romawi yang disebut dengan pays 

de droit ecrit diberlakukan di bagian Selatan. Ada pula hukum Kanonik dalam 

Codex Iuris Canonici yang digunakan di seluruh Prancis.  

 

Satu negara dengan berbagai hukum yang berlaku tentu dapat menimbulkan adanya 

ketidakpastian antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hal inilah yang mendorong 

terjadinya unifikasi hukum (kesatuan hukum). Dalam hal ini, unifikasi yang 

dimaksudkan tertuang dalam buku Corpus de lois. Pada abad XVII terbitlah 

ordonansi daguesseau, yang berisi tiga ordonansi yaitu L’ordonance sur les 

donations (1731), L’ordonance sur les testaments (1735), dan L’ordonance sur les 

substituion fideicommisaires (1747).47 Kemudian pada 21 Maret 1804, Prancis 

membentuk kodifikasi yang bernama Code Civil des Francais, dan pada 1807 

terbentuk undang-undang hukum dagang yang disebut dengan Code de Commerce. 

Kemudian pada tahun 1807 juga, Code Civil de Francais diundangkan sebagai Code 

 
45 Ramlan, Hukum Dagang, Malang:Setara Press, 2016, hlm. 20 
46 Ibid.  
47 Jonaedi Efendi, Sejarah Hukum, Surabaya: Jakad Publishing, 2019, hlm. 59. 
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Napoleon. Isi dari Code Civil des Francais ialah Hukum Acara Perdata, Hukum 

Perdagangan, dan Hukum Acara Pidana dan Pidana.48  

 

Belanda memiliki hukum dagang yang lebih berdasar pada peraturan-peraturan 

dagangnya sendiri. Peraturan-peraturan tersebut dihimpun menjadi hukum yang 

diberlakukan khusus untuk golonagan pedagang, yang disebut dengan 

Koopmansrecht.49 Sejarah hukum dagang Belanda mendapat pengaruh besar dari 

hukum dagang yang berkembang di Prancis Selatan dan Italia. Pada abad XVI 

sampai XVII terdapat Pengadilan Saudagar yang berfungsi untuk menyelesaikan 

masalah perniagaan. Pada abad XVII pula terdapat kodifikasi hukum dagang yang 

pelaksanaannya belum sepenuhnya. Sementara pada tahun 1673, Colbert yang 

merupakan Menteri Keuangan dari Raja Lodewijk XIV, membentuk Ordonance du 

Commerce, dan tahun 1681 terbentuk Ordonance du Marine. Namun setelah 

revolusi Prancis, hukum dagang juga berlaku bagi golongan bukan pedagang50 

 

Pemerintah Belanda melalui usul KUHD Belanda pada tahun 1819 merencanakan 

sehuan KUHD yang berisi tiga kitab. Kemudian pada tahun 1838, Belanda 

menjadikan Code Civil Prancis sebagai KUHPerdata, dan Code de Commerce 

Prancis sebagai KUH Dagang. Berdasarkan asas konkordansi, KUHD Belanda 

diberlakukan bagi negara-negara jajahan Belanda tidak terkecuali Indonesia 

(1848).51 

 

2.4.1 Pengertian Perusahaan 

Perusahaan secara terminologi merupakan sebuah kegiatan bisnis atau kegiatan 

usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan pada pengertian 

perusahaan menurut Pemerintah Belanda dalam pembacaan Memorie van 

Toelichting RUU Wetboek van Koophandel di hadapan parlemen, yang berarti 

 
48 ibid.  
49 Ramlan, Op. cit., hlm. 20. 
50 Ibid.  
51 Ibid, hlm. 21 
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keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, dengan terang-

terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. 

 

Pasal l1 lhuruf lb lUndang-undang lNomor l3 lTahun l1982 ltentang lWajib lDaftar 

Perusahaan lmenyatakan lbahwa l“perusahaan ladalah lsetiap lbentuk lusaha lyang 

menjalankan lsetiap ljenis lusaha lyang lbersifat ltetap ldan lterus-menerus ldan 

yang ldidirikan, lbekerja lserta lberkedudukan ldalam lwilayah lNegara lKesatuan 

Republik lIndonesia luntuk ltujuan lmemperoleh lkeuntungan ldan latau llaba.” 

 

2.4.2 Ruang Lingkup Perusahaan 

Berdasarkan lpada ldefinisi lperusahaan ldalam lUndangundang lNomor l3 lTahun 

1982 ltentang lWajib lDaftar lPerusahaan lyang lmenyatakan, lsetiap lbentuk lusaha 

yang lmenjalankan lsetiap ljenis lusaha lyang lbersifat ltetap, lterus-menerus, ldan 

didirikan, lbekerja lserta lberkedudukan ldalam lwilayah lnegara lIndonesia   

dengan ltujuan lmemperoleh lkeuntungan ldan latau llaba, lmaka lruang llingkup 

perusahaan lmeliputi lbentuk lusaha ldan ljenis lusaha.52 

 

Keseluruhan hukum yang memuat kaidah dan mengatur tentang keduanya disebut 

dengan hukum perusahaan.  

1. Bentuk Usaha, merupakan bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis 

usaha, baik secara perorangan maupun kelompok. Bentuk usaha yang dilakukan 

harus diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku. Bentuk hukum perusahaan 

perorangan belum memiliki peraturan perundang-undangan, tapi secara teknis 

ditulis di hadapan notaris. Sedangkan bentuk usaha yang memiliki aturan 

perundangan yaitu:53 

a. Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) yang diatur dalam KUHD.  

b. Yayasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001.  

c. BUMN diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003.  

 
52 lPasal l1 lhuruf lb lUndang-undang lNomor l3 lTahun l1982 ltentang lWajib lDaftar 

lPerusahaan. 
53 Rastuti, Op. cit., hlm. 12 
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d. Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 

2007.  

e. Koperasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 yang telah 

diperbarui dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.  

2. Jenis Usaha, adalah macam-macam kegiatan usaha yang berkaitan dengan bidang 

yang dilakukan. Jenis usaha dapat meliputi berbagai bidang, seperti perindustrian, 

pertanian, perdagangan, jasa pembiayaan, dan ekstratif. Dalam satu bidang yang 

sama, kegiatan usaha yang dilakukan berbeda-beda. Contoh, dalam bidang 

perdagangan, kegiatan usaha yang dilakukan dapat berupa usaha toko swalayan dan 

ekspor-impor.54 

 

2.4.3. Manfaat Perusahaan Bagi Masyarakat Kehidupan Sosial dan Ekonomi 

Perusahaan merupakan pelaku atau penggerak roda perekonomian agar senantiasa 

berputar. Dalam menjalankan peran tersebut, tentu saja perusahaan melakukan 

interaksi dengan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar 

perusahaan beroperasi. Sementara secara umum bagi masyarakat yang lebih luas, 

ada pula dampak yang diperoleh, baik secara sosial maupun ekonomi. Adapun 

dampak yang diterima oleh masyarakat antara lain:55  

1. Tercipta lapangan kerja  

Sebuah perusahaan tidak dapat berdiri dan beroperasi tanpa adanya sumber daya 

manusia yang menjalankan. Oleh sebab itu, berdirinya perusahaan akan membuka 

peluang kerja baru, semakin besar skala perusahaan maka semakin banyak tenaga 

kerja yang dibutuhkan.  

2. Hasil produksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Masyarakat merupakan konsumen yang menjadi tujuan pencapaian perusahaan. 

Sebuah perusahaan dijalankan untuk memperoleh hasil atau keuntungan melalui 

penjualan produknya. Jika hasil produksi adalah barang atau jasa yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat, maka roda perusahaan dapat dijalankan dengan 

baik. Semakin baik hasil produksi dan semakin banyak masyarakat yang berminat, 

maka semakin tinggi eksistensi perusahaan tersebut di tengah-tengah masyarakat. 

 
54 Ibid, hlm. 19. 
55 Ibid., hlm. 15. 



 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodelogi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode merupakan cara 

melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang 

berdasarkan logika berfikir. Metodelogi artinya ilmu tentang cara melakukan 

sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodelogi penelitian artinya ilmu tentang cara 

melakukan penelitian dengan teratur. Metodelogi penelitian hukum artinya ilmu 

tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).56 

 

3.1.  Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditetukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.57 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum 

yuridis normatif serta pendekatan empiris. Pendekatan secara normatif yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-

buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 

ada kaitannya atau hubungannya permasalahan yang dibahas. Selain pendekatan 

tersebut, terdapat pendekatan penelitian berupa penelitian empiris yang merupakan 

pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan memperoleh informasi secara 

langsung di lapangan, mencari sumber secara langsung ditempat penelitian melalui 

pihak terkait dengan masalah penelitian. 

 
56 Abulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2004) 

Hal. 57 
57 Ibid hal. 112 
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3.2. Sumber Data  

Sumber ldata ldalam lpenelitian lini lterdiri ldari l ldua lsumber, lyaitu lsumber ldan 

jenis ldata lprimer lserta lsumber ldan ljenis ldata ldata lsekunder. 

1) Sumber lData lPrimer 

Sumber ldata lprimer ladalah ldata lyang ldiperoleh lsecara llangsung loleh lpeneliti 

kepada lsumbernya, lbaik ldilakukan lmelalui lwawancara, lobservasi lmaupun 

laporan ldalam lbentuk ldokumen ltidak lresmi lkemudian ldiolah loleh lpeneliti. 

Dalam lmelakukan lpenelitian lini, lguna lmendapati ldata lprimer lpeneliti 

memperoleh ldata ldari lPengawas lPemeriksa lBadan lPenyelenggara lJaminan 

Sosial lKetenagakerjaan ldi lKota lTangerang lSelatan ldan lRumah lSakit lIchsan 

Medical lCenter l(IMC) lBintaro. 

 

2) Sumber lData lSekunder l 

Sumber ldata lSekunder ladalah ldata lyang ldiperoleh ldari lbahan lpustaka ldan 

terdiri ldari lbahan lhukum lprimer, lbahan lhukum lsekunder, ldan lbahan lhukum 

tersier.58 

a. Bahan lHukum lPrimer ladalah lbahan lhukum lyang lmempunyai lkekuatan 

lmengikat lsecara lumum l(perundang-undangan) latau lmempunyai lkekuatan 

lmengikat lbagi lpihak-pihak lberkepentingan.59 lDalam lpenelitian lini lbahan 

lhukum lprimer lyang ldigunakan ladalah l: 

a) Undang-Undang lNomor l13 lTahun l2003 ltentang lKetenagakerjaan l 

b) Undang l– lUndang lRI lNomor l40 lTahun l2004 lTentang lSistem lJaminan 

Sosial lNasional 

c) Undang l– lUndang lRI lNomor l24 lTahun l2011 lTentang lBadan 

Penyelenggara lJaminan lSosial 

d) Undang-Undang lNomor l11 lTahun l2020 ltentang lCipta lKerja 

e) Peraturan lPemerintah lNomor l86 lTahun l2013 ltentang lTata lCara 

Pengenaan lSanksi lAdministratif lKepada lPemberi lKerja lSelain 

Penyelenggara lNegara ldan lSetiap lOrang, lSelain lPemberi lKerja,   

 
58 lIbid. lHal. l81 
59 lIbid. lHal. l82 
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Pekerja, ldan lPenerima lBantuan lIuran lDalam lPenyelenggaraan lJaminan 

Sosial l(Lembaran lNegara lRepublik lIndonesia lTahun l2013 lNomor l238, 

Tambahan lLembaran lNegara lRepublik lIndonesia lNomor l5481) 

f) Peraturan lPresiden lNomor l109 lTahun l2013 ltentang lPenahapan 

Kepesertaan lProgram lJaminan lSosial 

g) Peraturan lDaerah lKota lTangerang lSelatan lNomor l8 lTahun l2019 

Tentang lPenyelenggaraan lKetenagakerjaan 

h) Peraturan lBPJS lKetenagakerjaan lNomor l01 lTahun l2014 lTentang lTata 

Cara lPengawasan ldan lPemeriksaan lAtas lKepatuhan lDalam 

Penyelenggaraan lProgram lJaminan lSosial lKetenagakerjaan 

i) Peraturan lBadan lPenyelenggara lJaminan lSosial lKetenagakerjaan lNomor 

3 lTahun l2018 lTentang lUnit lPengendali lMutu lPelayanan ldan 

Penanganan lPengaduan lPeserta 

j) Peraturan lBadan lPenyelenggara lJaminan lSosial lKetenagakerjaan lNomor 

4 lTahun l2018 lTentang lPendaftaran lKepesertaan lProgram lJaminan 

Sosial lKetenagakerjaan lMelalui lPerizinan lBerusaha lTerintegrasi lSecara 

Elektronik. 

k) Peraturan lBPJS lKetenagakerjaan lNomor l01 lTahun l2019 lTentang 

Perubahan lAtas lPeraturan lBadan lPenyelenggara lJaminan lSosial 

Ketenagakerjaan lNomor l01 lTahun l2014 lTentang lTata lCara   

Pengawasan ldan lPemeriksaan lAtas lKepatuhan lDalam lPenyelenggaraan 

Program lJaminan lSosial lKetenagakerjaan 

l) Peraturan lBadan lPenyelenggara lJaminan lSosial lKetenagakerjaan lNomor 

2 lTahun l2020 lTentang lPenghapusbukuan ldan lPenghapustagihan lPiutang 

Iuran ldan lPiutang lDenda. 

 

b. Bahan lhukum lsekunder ladalah lbahan l lhukum lyang lmemberi lpenjelasan 

lterhadap lbahan lhukum lprimer.60 lBahan lhukum lsekunder lyang ldigunakan 

ladalah lliteratur-literatur, lmakalah-makalah ldan ltulisan-tulisan lhasil lkarya 

lkalangan lhukum latau linstansi lterkait lyang lberkaitan ldengan lpenelitian lini. 

 

 
60Loc. lCit 
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c. Bahan lHukum lTersier ladalah lbahan lhukum lyang lmemberikan lpenjelasan 

lterhadap lbahan lhukum lprimer ldan lsekunder61. lBahan lhukum ltersier lyaitu 

lKamus lHukum l ldan lKamus lBesar lBahasa lIndonesia. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam lpengumpulan ldata, lpenulis lmenggunakan llangkah-langkah lsebagai 

berikut: 

1) Studi lKepustakaan l(Library lResearch) 

Studi lkepustakaan ldimaksud ladalah lusaha luntuk lmemperoleh ldata lsekunder. 

Dalam lhal lini lpenulis lmelakukan lserangkaian lstudi ldokumentasi ldengan lcara 

mengumpulkan, lmembaca/mempelajari, lmembuat lcatatan-catatan, ldan lkutipan-

kutipan lserta lmenelaah lbahan-bahan lpustaka lyaitu lberupa lkarya ltulis ldari 

para lahli lyang ltersusun ldalam lliteratur ldan lperaturan lperundang-undangan 

yang lberlaku ldan lada lkaitannya ldengan lpermasalahan lyang lsedang ldi lbahas 

dalam lpenelitian lini. 

 

2) Studi Lapangan 

Dalam melakukan studi lapangan, wawancara menjadi teknik yang dipilih oleh 

peneliti dalam melakukan penelitian ini. Wawancara merupakan salah satu metode 

pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. 

Pelaksanaannya bisa secara langsung, bertatap muka dengan orang yang akan 

diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses 

teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya. 

 

3.4. Metode Pengolahan Data 

Setelah ldata lsekunder ldan ldata lprimer lterkumpul ldan ldiolah, lmaka luntuk 

menentukan lhal lyang lbaik ldalam lmelakukan lpengolahan ldata, lpenulis 

melakukan lkegiatan lsebagai lberikut l: 

 
61Loc. lCit 
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1. Editing, yaitu memeriksa dan mengoreksi data yang masuk, apakah berguna atau 

tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. 

2. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah 

ditetapkan. 

3. Klasifikasi data, yaitu menyusun dan mengelompokan data berdasarkan   jenis 

data. 

 

3.5 Analisis Data 

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya 

adalah menganalisanya. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara 

analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian 

dalam bentuk kalimat – kalimat sehingga di peroleh gambaran yang jelas dari 

jawaban permasalahan yang di bahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. 

Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara 

berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang 

khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari setiap bab diatas, penelitian ini melahirkan 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran 

Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan terkhusus BPJS 

Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan sudah efektif dalam menjalankan 

mekanisme  pembayaran iuran terhadap Pemberi Kerja dengan beberapa tahapan 

seperti Pembinaan Piutang Iuran Lancar dan Kurang Lancar Bidang Kepesertaan, 

Penagihan Piutang Iuran Lancar Bidang Keuangan, Penagihan Piutang Iuran 

Kurang Lancar Bidang Keuangan, dan Penanganan Piutang Iuran Petugas 

Pemeriksa. Namun, dalam pembayaran iuran masih sering terjadi terhambatnya 

pembayaran iuran yang dilakukan oleh beberapa Pemberi Kerja. Maka dari itu, hal 

yang harus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu melakukan Kerjasama 

Bersama instansi berwenang dalam upaya penegakan kepatuhan dengan 

kemungkinan akan berlaku Sanksi administratif yang diberlakukan atas 

pelanggaran sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011. 

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penunggak 

Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan 

ialah perusahaan yang mengalami kerugian keuangan akan kesulitan untuk 

membayar iuran jaminan sosial karena prioritasnya adalah untuk memenuhi 

kebutuhan operasional perusahaan, perusahaan yang bangkrut atau pailit juga akan 

mengalami kesulitan dalam membayar iuran jaminan sosial karena tidak memiliki 

sumber daya yang cukup, adanya pandemi COVID-19 dan bencana alam yang 

mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan, keadaan tidak terduga seperti 

konflik internal perusahaan atau perubahan kebijakan pemerintah dan force majeure 
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seperti gempa bumi atau banjir juga dapat menghambat pembayaran iuran jaminan 

sosial.  

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Dapat dilakukan sosialisasi secara efektif dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial khususnya Pasal 17 ayat (1) dalam 

pelaksanaan sanksi administratif sehingga apabila telah dilakukan sosialisasi 

tersebut maka BPJS Ketenagakerjaan dapat melaksanakan sanksi administratif 

bersama instansi yang terkait. Apabila tidak mengikuti undang-undang tersebut 

maka perusahaan siap menerima segala sanksi atau konsekuensi dari tindakan 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi melalui 

pembentukan Tim Terpadu bersama Kemnaker RI, Disnaker Provinsi, Serikat 

Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha. 

2. Setiap perusahaan lebih jujur dan sering melakukan konsultasi terhadap BPJS 

Ketenagakerjaan agar kendala-kendala yang ada pada suatu perusahaan dapat 

diberikan sebuah solusi. Solusi tersebut akan diberikan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan sosialisasi terhadap 

perusahaan yang menunggak pembayaran iuran sosial ketenagakerjaan dalam 

melakukan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga tidak ada 

yang dirugikan baik pemilik dan pekerja disuatu perusahaan tersebut. Dinas 

Tenaga Kerja harus mampu melakukan pengawasan melebihi dari BPJS 

Ketenagakerjaan karena Disnaker seharusnya mampu mengawasi karena mereka 

yang mengeluarkan SK tersebut. 
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